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ABSTRAK

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KB/KS (SPM KB/KS) DI KOTA MALANG
PADA TAHUN 2016

Irawati Syahriah
irawatisyahriah@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertyjuan untuk mengetahui pelaksanaan SPM KB/KS di
Kota Malang pada tahun 2016 dan mengidentifikasi faktor- faktor yang
mempengaruhinya, dengan menggunakan penelitian kualitatif, teknik analisa data
menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Temuannya adalah sudah ada petunjuk teknisnya darit BKKBN Pusat
namun harus lebih disosialisasikan dan didukung jukmis dari Pemkot Malang,
dana (anggaran) dan Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan. Karakter Agen
Pelaksana belum maksimal, komunikasi dan koordinasi, lintas sektoral secara
formal maupun non formal belum maksimal dan harus ditingkatkan, Lingkungan
ekonomi, sosial, politik sudah kondusif namun BKKBN pusat perlu lebih
memberikan advokasi kepada Pemkot Malang lewat DP3AP2KB Kota Malang,
agar pihak eksekutif dan legislatif lebih mendukung program Kependudukan dan
Pengendalian Kependudukan di Kota Malang. Adapun faktor- faktor yang
mempengaruhinya belum maksimalnya sostalisasi Petunjuk Tekms SPM KB/KS
BKKBN Pusat dan belum didukung Juknis SPM KB/KS di Kota Malang,
terbatasnya dana (anggaran) dan kurang berkualitasnya tenaga pelaksana SPM,
karakteristik agen pelaksana berupa susunan organisasi DP3AP2KB Kota Malang
dan potensi pencapaian program KKBPK perlu lebih ditingkatkan, komunikasi
dan koordinasi dengan lintas sektoral lewat jalur formal maupun non formal lebih
dimaksimalkan, Sikap kecenderungan/disposisi pejabat di DP3AP2KB lebih
difokuskan dengan diberikannya advokasi kebijakan darn BKKBN pusat agar
lebih memahami program dari BKKBN. Lingkungan sosial, ekonomi, politik di
Kota Malang lebih ditingkatkan dengan pemberian advokasi oleh BKKBN kepada
pihak eksekutif dan legislatif Kota Malang. Schingga terbentuk opini publik yang
positif tentang program KB/KS dari para elit politik dan masyarakat umum.

Kata Kunci : Pelaksanaan SPM KB/KS, Kebijakan publik.
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" ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MINIMAL SERVICE STANDARDS
FIELD KB/KS (SPM KB/KS) IN MALANG CITY
IN THE YEAR 2016

Irawati Syahriah
irawatisyahriah@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

This study aims to determine the implementation of SPM KB/KS in the
city of Malang in 2016, using qualitative research, data analysis technigues using
data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The
finding is that there are already technical guidance from BKKBN Pusat but must
be more socialized and supported by techmical guidance from Malang City
Government, fund (budget) and Human Resources must be improved. Character
of Implementing Agent not yet maximal, communication and coordination, cross
formal and non formal sector not yet maximal and must be improved, Economic,
social, political environment have been conducive but BKKBN center need to
give advocacy to Malang City Government through DP3AP2KB Malang,
Legislative is more supportive of Population and Population Control program in
Malang City. And factors of accept is the conclusion is not maximized
socialization of Technical Guidance SPM KB/KS BKKBN Center and not yet
supported Juknis SPM KB/KS in Malang city, limited fund (budget) and less
qualified SPM executive officer, Organizers in the form of organizational
structure DP3AP2KB Malang and the potential achievement of KKBPK program
needs to be improved, communication and coordination with cross-sectoral
through formal and non formal channels more maximized, Attitudes / dispositions
officials in DP3AP2KB more focused with policy advocacy from BKKBN central
Better understand the program from BKKBN. The social, economic, political
environment in Malang city is further enhanced by the advocacy by BKKBN to
the executive and legisiative of Malang city. So that there is a positive public
opinion about the KB/KS program from the political elite and the general public.

Keywords : Implementation of SPM KB/KS, Public Policy.
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Malang Berdasarkan Letak Geografis dan
Administrasi

Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur
karena potensi alam yang dimiliki yaitu berada pada dataran tinggi. Kota Malang
salah satn dari 38 Kabupaten / Kota di propinsi Jawa Timur. Kota yang terletak di
dataran tinggi pada posisi 112 34°9”-112 41°34” Bwjur Timur dan 7 54°27-83°5”
Lintang Selatan dan pada ketinggian antara 440-667 dpl. Kota Malang memiliki
luas 110, 06 Km,

Secara administratif Kota Malang dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan,
dengan rincian sebagai berikut :
a. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan
b. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan
c. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan
d. Kecamatan Sukun : 12 Kelurahan

e. Kecamatan Lowokwaru ;12 Kelurahan

Untuk Kota Malang, berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk Tahun 2015 penduduk
mencapai 881. 794 jiwa, sedangkan sampai April 2016 mencapai 887.443 jiwa

dengan tingkat pertumbuhan 3, 9 % per tahun

50
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2. Gambaran Umum Pemerintah Kota Malang

Kota Malang memiliki semboyan yang terdapat pada lambang Kota
Malang yaitu “MALANG KUCECWARA” yang berarti "Tuhan menghancurkan
yang bathil dan menegakkan yang baik”. Sesanti itu disahkan menjadi semboyan
Pemerintah Kota Madya daerah Tingkat II Malang (Berdasarkan Undang-Undang
No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berubah menjadi Pemerintah Kota
Malang) pada tanggal 1 April 1914. Dan tanggal 1 April ditetapkan menjadi hari
jadi Kota Malang.

Visi Kepala Daerah Kota Malang periode 2013-2018 yaitu
“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA
BERMARTABAT™, Visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari
beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang
hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: BERsih, Makmur,
Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Peduli Wong Cilik adalah sebagai SEMANGAT dari pembangunan
Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap
wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh
aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar
membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasi! pembangunan
di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene
adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan

dijelaskan sebagai berikut :
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a. Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota
Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan
limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota
Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus
menjadi cirt dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang
bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan
masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

b. Makmur, Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan
kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan
yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai
jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup
mereka secara layak sesual dengan strata sosial masing-masing. Dalam
kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah
hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi
kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam
periode pembangunan Kota Malang 2013-2018.

c. Adil, Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah
harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai
diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban
mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga
masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil

juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan
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daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat,
Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya
dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Religius-toleran, Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran
adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam
masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat
mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara
berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan
masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung
pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang
toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang
berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-
kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan.
Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang
diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota
Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak
prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun intemnasional.
Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh
masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor

pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.
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f. Aman, Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang
mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa
masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa
fistk maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan
aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk
turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi
aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan
ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan
stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota
Malang.

g. Berbudaya, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan
kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap,
tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat.
Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai
sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku
berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan
warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk
diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

h. Asn, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian,
keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia
Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama

makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan
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aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan
harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala
pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan
untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan
utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari
seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

1. Terdidik, Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat
mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan
perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012
mewajibkan tingkat lpendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga
negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan
pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan
profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa
tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah
Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka
misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai
berikut :

a. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik
berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara (Visi :

berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman).
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b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur dan
Akuntabel (Visti : adil, berbudaya, bersih).

¢. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang
berkesinambungan, adil, dan ekonomis (Visi : terkemuka, asri,
makmur, adil, terdidik).

d. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga
bisa bersaing di era global (Visi : terkemuka, terdidik).

e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik,
maupun mental uwntuk menjadi masyarakat yang lproduktif
(Visi : makmur, berbudaya, adil, religius-toleran).

f. Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman,
nyaman, dan berbudaya (Visi : aman, berbudaya, bersih, terkemuka,
makmur dan asri).

g. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan
kompetitif (Visi : adil, terkemuka, makmur).

h. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang
berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan (Visi : bersih,

berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil).

Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan mnfrastruktur yang
nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Visi : berbudaya,

makmur, adil, terkemuka).
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B. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini diambil dari para pelaksana SPM
Bidang KB/KS dan masyarakat sebagai penerima program. Pelaksana SPM
Bidang KB/KS di Kota Malang Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2 KB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yaitu Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Kelompok Kegiatan
(POKTAN). Mitra kerja pemerintah maupun non pemerintah.

Sedangkan masyarakat yang dipilih adalah wanita baik yang sudah
menggunakan alat kontrasepsi KB maupun yang belum.

Adapun para informan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Informan 1 adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan anak, Pengendalian penduduk )DP3AP2KB) Kota
Malang. Pria 53 tahun ini meski baru 2 (dua) tahun menjabat sebagai
sekdin DP3AP2KB Kota Malang, namun sudah relatif memahami
Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) tempat beliau sekarang
ditempatkan, yang salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan
dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka pencapaian standar
pelayanan minimal.

Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa SPM Bidang

KB/KS merupakan kebijakan dari BKKBN Pusat jadi sebagai Satuan Kerja
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Perangkat Daerah KB di Kota Malang maka DP3AP2KB melaksanakannya
dengan semaksimal — mungkin sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada.
Informan 2, adalah seorang kabid KB, berusia 56 tahun, sejak awal

pengangkatan beliau dari instansi Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) jadi pemahamannya tentang program Keluarga
Berencana tidak diragukan lagi.

Menurut beliau Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga
Berencana / Keluarga Sejahtera (SPM Bidang KB/KS) berdasarkan Perka
BKKBN No 55/ HK-110/B5/2010 dilaksanakan di Kota Malang. Memang
idealnya harus ada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Malang untuk
memperkuvat pelaksanaan SPM KB/KS di Kota Malang namun, kebijakan
SPM KB/KS ini tetap bisa dijalankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam implementasinya
diturunkan dengan Peraturan Pemeﬁntﬁh Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah yang mana di Kota Malang terkait pelaksanaan Peraturan
Pemerintah tersebut diterbitkan PERDA Nomor 7 tahun 2016 dalam Bab III
pasal 3 ayat (4) Huruf (i), menyebutkan tentang Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang. Dengan adanya prosedur
perundangan-undangan tersebut maka pelaksanaan SPM Bid KB/KS di Kota
Malang secara kelembagaan diakui nomenklaturnya.

Informan 3 adalah wanita berusia 47 tahun yang menjabat sebagai ka Sub

Bagian Perencanaan Sekretariat DP3AP2KB Kota Malang.
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Dalam wawancara beliau menyatakan, bahwa pendanaan yang
berkaitan dengan kegiatan penetapan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi
monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pengembangan kapasitas untuk
mendukung penyelenggaraan SPM Bidang KB/KS yang merupakan tugas
dan tanggung jawab pemerintah dibebankan kepada APBN BKKBN,
sedangkan pendanaan yang berkaitan dengan pencapaian SPM bidang KB /
KS, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah
dibebankan kepada APBD.

d. Informan 4 adalah seorang ibu berusia 43 tahun sebagai Ka Subsi KB,
meskipun beliau baru 1 tahun menduduki jabatan ini namun sudah mulai
paham terhadap program KKBPK yang menurut beliau adalah untuk
pengendalian kependudukan di Indonesia.

e. Informan 5 adalah seorang ibu berusia 55 tahun bertugas sebagai Ka UPT KB
DP3AP2 KB Kecamatan Klojen Kota Malang,

Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa selama ini dalam
menjalankan tugas mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)
dari DP3AP2KB yang salah satunya adalah melaksanakan Standar Pelayanan
Minimal Bidang KB/KS, .

f Informan 6, seorang wanita merupakan Penyuluh KB (PKB) berusia 48
tahun, bekerja lebih dari 25 tahun tentu saja sud_ah memahami tantangan dan
hambatan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, beliau
menyatakan bahwa pelaksanaan program KB dengan mengacu kepada SPM
KB/KS memang sudah dijalankan, hanya saja bagi PKB belum adanya

sosialisasi tentang SPM Bidang KB / KS tersebut.
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Informan 7 pemegang klinik KB Puskesmas Arjuno Kota Malang, belian
berusia 54 tahun, berpengalaman dalam pelayanan alat kontrasepsi KB,
sebagaimana di ketahui Bidan dan paramedis mefupakan mitra kerja BKKBN
sejak awal.

Dalam wawancara beliau menyatakan keberhasilan dan hambatan

dalam program keluarga berencana merupakan hal yang wajar dalam sebuah
sistem oleh karena itu lintas sektoral harus terus bersinergi untuk
menjalankan SPM Bidang KB/KS.
Informan 8, seorang pria berusia 52 tahun yang merupakan Lurah Sukoharjo
Kecamatan Klojen Kota Malang, juga sebagai mitra kerja BKKBN dalam
pelaksanaan program Keluarga Berencana, sebagai pemangku wilayah
sctingkat kelurahan tentunya Lurah menjadi tokoh masyarakat informal yang
mana sebagai wjung tombak pelaksanaan SPM Bidang KB/KS

Beliau menyatakan bahwa pelaksanaan SPM Bidang KB KS di Kota
Malang ditingkat kelurahan yang merupakan ujung tombak dan barometer
pelayanan KB sudah cukup baik meski banyak hambatan ke depannya kita
berharap akan lebih baik.

Informan 9, seorang ibu berusia 50 tabun sebagai Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kelurahan Sukoharjo, yang merupakan
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), kepanjangan tangan dari PKB

Dalam wawancara beliau menyatakan sangat mendukung program

Keluarga Berencana sehingga beliau bersedia mengemban tugas sebagai

pegiat sosial di bidang KB.
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j. Informan 8 adalah seorang ibu berusia 27 tahun, mempunyai 2 anak
merupakan akseptor pada pelayanan KB gratis di Puskesmas Rampal Celaket
Kota Malang, beliau menyatakan puas dengan pelayanan KB gratis yang
dimana infonya belian dapat dan PPKBD dan ketika pelayanan beliau
didampingi oleh PKB, harapannya pelayanan KB gratis yang nyaman dan
ditangani Bidan profesional lebih ditingkatkan.

k. Informan 10, beliau seorang ibu berusia 35 tahun merupakan sekretaris PKK
Kelurahan Sukoharjo, sebagaimana diketahui PKK kelurahan merupakan
salah satu Organisasi Non Pemerintahan yang merupakan mitra kerja PKB,
Dalam wawancara beliau menyatakan bahwa Program XB merupakan salah
satu program kerja pemerintah yang perlu didukung oleh PKK karena tanpa
adanya kerjasama maka edukasi KB kepada masyarakat tidak akan bisa
maksimal.

1. Informan 11, adalah seorang pria berusia 53 tahun sebagai ketua Ipe KB Jawa
Timur, Ikatan penyuluh KB (Ipe KB) merupakan organisasi profesi Penyuluh
KB yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian, peran
serta masyarakat dan membangun kemitraan dalam mewujudkan Keluarga
Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Dalam wawancara beliau menyatakan sangat mendukung program
KB, adapun SPM Bidang KB KS memang ditetapkan BKKBN untuk

memberikan pelayanan prima khususnya dibidang KB/KS.

2. Standar Pelayanan Minimal Bidang KB/KS
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
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daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tolak
ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB adalah Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE—KB
dan KS), Penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta penyediaan informasi Data
Mikro. SPM Bidang KB/KS ini mempunyai indikator kinerja dan target

sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Indikator SPM Bidang KB/KS
Indikator SPM BID KB/KS
1 2
1. | Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera (KIE KB dan KS).

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3, 5%.

a.
b. | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.

c. | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet
Need) 5%.

d. | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita(BKB) ber-KB 70%.

e. | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)yang ber-KB 87%.

f | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana
(PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan.

g. [ Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di
setiap Desa/Kelurahan

2. | Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi.

a. | Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat 30% setiap tahun

3. | Penyediaan Informasi Data Mikro

a. | Cakupan penyediaan informasi datamikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan
100% setiap tahun

Untuk lebih detailnya SPM KB/KS sebagaimana tercantum dalam

Petunjuk teknis SPM KB/KS di Kabupaten /Kota Nomor 55/HK-010/B5/2010
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yang memuat tentang : Petunjuk Teknis SPM Bid KB/KS di Kabupaten /Kota

tentang :

1) Pelayanan Komunikasi yaitu Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana/
Keluarga Sejahtera (KIE KB/KS) yang memuat : Pengertian, Definisi
Operasional, Cara Perhitungan, Sumber Data, Rujukan serta target. Juga
memuat langkah-langkah kegiatan, SDM serta Penanggung jawab kegiatan.

a) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun
meliputi : Pengertian, Definisi Operasional, Cara Perhitungan, Sumber Data,
Rujukan serta target. Juga memuat langkah-langkah kegiatan, SDM serta
Penanggung jawab kegiatan.

b) Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif yaitu :
memuat Pengertian, Definisi Operasional, Cara Perhitungan, Sumber Data
dan rujukan serta target. Juga memuat Langkah-langkah kegiatan, SDM dan
Penanggung jawab kegiatan.

¢) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmeet Need) yaitu: memuat Pengertian, Definisi Operasional, Cara
Perhitungan, Sumber Data, Rujukan dan Tarpet, serta memuat Langkah-
langkah kegiatan, SDM, Penanggung jawab kegiatan,

d) Cakupan Anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, yaitu :
memuat Pengertian, Definisi Operasional, Cara Perhitungan, Sumber Data,
Rujukan, Target juga memuat Langkab-langkah kegiatan, SDM, serta
Penanggung jawab kegiatan.

e) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) anggota Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Pengertian, Defintsi Operasional.
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Ratio PKB / Desa / Kelurahan Pengertian, Definisi Operasional, Cara
Perhitungan, Sumber Data, Rujukan serta target. Juga memuat langkah-
langkah kegiatan, SDM serta Penanggung jawab kegiatan.

Ratio PPKBD / Desa / Kelurahan Pengertian, Definisi Operasional, Cara
Perhitungan, Sumber Data, Rujukan serta target. Juga memuat langkah-
langkah kegiatan, SDM serta Penanggung jawab kegiatan.

Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi, Cakupan Penyediaan alat dan Obat
Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat, yaitu : memuat Sumber
Data, Rujukan, Target, Langkah-langkah kegiatan dan SDM serta
Penanggung jawab kegiatan.

Penyediaan Informasi Data Mikro

Semua hal tentang apa itu SPM Bidang KB/KS dapat diketahui bila kita
mempelajarinya dari petunjuk teknis yang telah dimuat dalam Perka BKKBN
Nomor 55/HK-110/2010. Sebagaimana dinyatakan informan 1 :

“Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang
merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga
sejahtera yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota.
Adapun Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB adalah Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS),
Penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta penyediaan informasi Data Mikro.
Semua hal tentang apa itu SPM Bidang KB/KS dapat diketahui bila kita

mempelajarinya dari petunjuk teknis yang telah dimuat dalam Perka BKKBN
Nomor 55/HK-110/2010” (Wawancara 20 April pukul 09.30)
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3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS di Kota Malang.

Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam
pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai
bagian integral pembangunan nasional perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan
pelaksanaannya, kemudian untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 65
tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, maka BKKBN telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang
KB berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN no 55/ HK-010/ B5/ 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana /Keluarga Sejahtera di
Kabupaten / Kota. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana
pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang adalah Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kota Malang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No 33 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (NDP3AP2KB Kota Malang.

Adapun Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Malang (DP3AP2KB) Kota Malang yaitu:

“Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak,

perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana”.
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Sedangkan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana Kota Malang (DP3AP2KB) Kota Malang

“Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak,
mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, meningkatkan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga”.

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No 33 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungau Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana terdiri dari :

a.

b.

Kepala Dinas ;

Sekretariat, terdiri dan :

1) Subbagian Perencanaan ;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;

Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ;

2) Seksi Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan;
3) Seksi Edukasi dan Partisipasi Perempuan.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Terdiri, terdiri dari :
1) Seksi Perlindungan Perempuan.

2) Seksi Perlindungan Anak.

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

1) Seksi Pembinaan dan Kesertaan Keluarga Berencana.

2) Scksi Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia.

UPT;
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h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah
sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 33 tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
(DP3AP2KB])

Tugas Dan Fungsi DP3AP2KB adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pelaksanaan urusan di
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

2) Perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

3) Pelaksanaan kegiatan bidang kesetaraan gender, perlindungan hak
perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi
masyarakat;

4) Pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian kuantitas penduduk dan

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
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5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

6) Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

7) Pengelolaan pengaduan masyarakat;

8) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan Ayat (2), Kepala Dinas mempunyai tugas :

1)  Menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

2) Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan perencanaan
pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai bahan arahan operasional Dinas;

3) Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan perencanaan
pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai bahan arahan operasional Dinas;

4)  Mengarahkan bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman
pelaksanaan program;

5) Melaksanakan pengkajian / penelaaban sesuai kewenangannya dalam

rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Pimpinan;
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Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi
terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Menyelenggarakan kegiatan dibidang kesetaraan gender, perlindungan
hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan
partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian standart pelayanan
minimal;

Melaksanakan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan
perlindungan anak sesuai ketentuan perundang-undangan dan
kewenangannya guna peningkatan kualitas pelayanan;

Melakukan sosialisasi pemenuhan hak perempuan, hak anak dan
kesetaraan gender sesvai ketentuan perundaang-undangan dan
kewenangannya guna penyebarluasan informasi dan edukasi kepada
masyarakat;

Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian kuantitas penduduk
dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam
rangka pencapaian standart pelayanan minimal;

Melaksanakan penyidikan tindak pidana pelénggaran di bidang |
Perlindungan Perempuan dan Anak sesuvai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Melaksanakan kerjasama di bidang pengendalian kuantitas penduduk
dan keluarga berencana sesuai ketentuan perundang-undangan dan

kewenangannya guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
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13) Melakukan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai
ketentvan perundaang-undangan dan kewenangannya dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

15) Melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

16) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya target
kinerja yang telah diperjanjikan;

17) Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di bidang
pemberdayaan perempuan dan  perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

18) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai kewenangannya

sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Adapun  struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) Kota Malang, sebagai berikut :
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KEPALA DINAS “
SEXRETARIAT
KELOMPOK | ]
JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
A
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KETAHANAN DAN
PEREMPUAN DAN ANAK KESEJAHTERAAN
KELUARGA
BEKSI SEKSI BEHSI SEKSI SEXSI
| PENINGHATAN KUALITAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN BINKRONIBAS] KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN KESERTAAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
HIDUP PEREMPUAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA SEJAHTERA
SEKSI SEHS! SERSI BEES! SEKS!
- PENGUATAN DAN = PERLINDUNGAN ANAK PERENCANAAN DAN a PELAYANAN KELUARGA BINA KELUARGA BALITA,
PENGEMBANGAN BERENCANA DAK DISTRIBUSI MAJ USIA
KELEMBAGAAN PEREMPUAN PENGENDALIAN PENDUDUK ALAT KONTRASEPSI REMAJA DAN LANJUT
SEKSI SEKS! SEKSI
EDUKASI DAN PARTISIPASI PEMENUHAN HAK PENDAYAGUNAAN PKB/PLKH
L PEREMPUAN H  PEREMPUAN DAN ANAK L DAN IMP WALIKOTA MALANG,
UPT MOCH, ANTON
Sumber : Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2016
Gambar 4.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana
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4. Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang pada tahun 2016
Pemerintah Kota Malang merupakan Penyelenggaraan pelayanan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM KB/KS secara
' operasional dikordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KB, dan
sebagali penanggung jawabnya adalah Walikota Malang. Melalui Peraturan
Walikota Malang No 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB Kota
Malang.
Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang sesuai dengan Perka
BKKBN No 55/HK-110/B5/2010, pemyataan tersebut disampaikan oleh

informan 1 :

“Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana /
Keluarga Sejahtera (SPM Bidang KB/KS) di Kota Malang berdasarkan
Perka BKKBN No 55/ HK-110/B5/2010 dilaksanakan di Kota Malang.
........... Memang idealnya harus ada Peraturan Walikota (Perwal) Kota
Malang untuk memperkuat pelaksanaan SPM KB/KS di Kota Malang
namun, kebijakan SPM KB/KS ini tetap bisa dijalankan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dalam implementasinya diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana di Kota Malang
terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan PERDA
Nomor 7 tahun 2016 dalam Bab III pasal 3 ayat (4) Huruf (i),
menyebutkan tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Kota Malang. Dengan adanya prosedur perundangan-undangan tersebut
maka pelaksanaan SPM Bid KB/KS di Kota Malang secara kelembagaan
diakui nomenklaturnya. Karena sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
Keluarga Berencana (SKPD XB) BKBPM dulu maupun setelah sekarang
berganti nama menjadi DP3AP2KB Kota Malang mempunyai tupoksi
sebagai Pelaksana SPM KB/KS BKKBN........... *(wawancara 19 April
2017 pukul 15.00).
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Selain itu ditambahkan pula oleh informan 2 :

“SPM Bidang KB/KS merupakan kebijakan dari BKKBN Pusat jadi
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah KB di Kota Malang maka
DP3AP2KB melaksanakannya dengan semaksimal mungkin sesuai
Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada.”(wawancara 20 April 2017 pukul

11.00)

DP3AP2 KB Kota Malang sebagai SKPD KB yang mana salah satu
tujuan program KB/KS adalah menyelenggarakan kegiatan pengendalian kuantitas
penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam
rangka pencapaian standar pelayanan minimal , sebagaimana dinyatakan
informan 3 :

“Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang sejalan dengan

tupoksi Bidang pengendalian penduduk yaitu menyelenggarakan

kegiatan pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka pencapaian standar

pelayanan minimal” {Wawancara 21 April 2017 pukul 09.00)

Adapun Pendanaan yang berkaitan dengan pencapaian SPM bidang
KB/KS yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan
kepada APBD. Ini sebagaimana dinyatakan informan 4 :

“Pendanaan yang berkaitan dengan pencapaian SPM bidang KB/KS yang

merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan

kepada APBD “ (Wawancara 22 April 2017 pukul 14.00)

5. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan SPM Bidang KB / KS
di Kota Malang.
Merujuk pada model pelaksanaan kebijakan menurut Van Metter dan

Varn Horn maka di duga ada 6 (enam) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal Bidang KB/KS di Kota Malang, yaitu :
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a. Faktor Standar / Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja pelaksanaan SPM Bidang KB/KS dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika ukuran dan tujuan pelaksanaan SPM Bidang KB KS ini
realistis dengan kcnyétaan yang ada di lapangan dari tingkat Kota Malang,
tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan- kelurahan. Dimana para agen
pelaksana dapat mengejawantahkan apa yang tertera dalam SPM Bidang KB
/ KS tersebut.

b. Faktor Ketersediaan Sumber Daya.
Salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan
‘ SPM KB / KS adalah ketersediaan sumber daya, sumber daya disini ada 2
{(dua) macam yaitu berupa ketersediaan sumber daya manusia dan pendanaan.
c. Faktor Karaktenistik Agen Pelaksana.

Untuk melaksanakan program Keluarga Berencana Nasional di Kota
Malang dengan berpedoman kepada SPM Bidang KB/KS maka diterbitkanlah
Peraturan Walikota Malang No. 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. (DP3AP2KB),
maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DP3AP2KB Kota Malang
inilah yang berperan sebagai agen pelaksana dengan karakteristtknya
diharapkan mampu menjadi faktor penentu keberhasilan program Keluarga
Berencana Nasional di Kota Malang.

d. Faktor Sikap/ Disposisi (Kecenderungan) agen pelaksana. ‘

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota
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Malang sebagai organisasi pelaksana SPM Bidang KB/KS di Kota Malang
mempunyai sikap / disposisi (kecenderungan) bagaimana tentang SPM
bidang KB/KS akan sangat menentukal.l berhasil tidaknya pelaksanaan
Program KB di Kota Malang.
e. Faktor Komunikasi antar agen pelaksana.
Sebagaimana kita kefahui bahwa komunikasi sangat menentukan
keberhasilan dalam banyak hal, demikian pula dalam pelaksanaan SPM KB /
KS di Kota Malang. Komunikasi dalam segala bentuknya diantara agen
pelaksana SPM KB / KS ini apakah bisa berjalan sebagaimana mestinya atau
ada sumbatan komunikasi.
f. Faktor Lingkungan ekonomi, sosial dan politik .
Keberhasilan pelaksanaan SPM KB/KS di Kota Malang juga

dipengaruhi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang kondusif.

C. Temuan dan Pembahasan
a. Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang pada tahun 2016
Paradigma buruk tentang pelayanan publik termasuk juga dalam
pelayanan program keluarga berencana menjadikan pemerintah berusaha untuk
memperbaikinya, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah
nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, kemudian ditindaklanjuti oleh BKKBN dengan menetapkan
Standar Pelayanan Minimal Bidang KB berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN
no 55/ HK-010/ B5/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga
Berencana /Keluarga Sejahtera di Kabupaten / Kota. Adapun organisasi sebagai

pelaksana pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang adalah Dinas




4331f6pdf

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang.

Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang sudah berdasarkan
indikator-indikator kinerja dari BKKBN Pusat, walaupun belum didukung oleh
Peraturan Walikota Malang (Perwal), namun pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di
Kota Malang tetap bisa jalan, kebijakan SPM KB/KS ini tetap bisa dijalankan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dalam implementasinya diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana di Kota Malang terkait
pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan PERDA Nomor 7 tahun
2016 dalam Bab III pasal 3 ayat (4) Huruf (i), menyebutkan tentang Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang. Dengan adanya prosedur
perundangan-undangan tersebut maka pelaksanaan SPM Bid KB/KS di Kota
Malang secara kelembagaan diakui nomenklaturnya yaitu DP3AP2 KB Kota
Malang.

Pelaksanaan SPM KB / KS tahun 2016 pencapaiannya bisa dilihat pada

tabel dibawah ini :




Tabel 4.2
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Data Pencapaian Pelaksanaan SPM KBKS di Kota Malang Tahun 2016

Jenis

No P Indikator Target | Realisasi | Keterangan
elayanan
1. |KIEKBKS |1. Cakupan PUS usia | <3,5% 0,38 Tercapai
ister1 <20 Th
2. Cakupan PUS Peser- | >65% 77,21 Tercapal
ta KB Aktif
3. Cakupan PUS unmet { <5,0% | 11,31 % Tidak
need tercapai
4. Cakupan Anggota| >70% | 74,73 % tercapai
BXB Ber KB
5. Cakupan PUS ang-| >87% | 87,80% | Tercapai
gota UPPKS ber KB
6. Ratio PKB / Desa /| 1PKB/2 | 1PKB I-
Kelurahan Kel/ 2 /Kel Tercapai
Desa
2. |Penyediaan | Penyediaan alkon oleh | >30% 31 % Tercapat
alkon pemkot
3. - | Penyediaan | Penyediaan Data Mikro | <100% | 88,4 % Tercapai
informasi di Desa/kel

Sumber : Materi Telaah Program KKBPK semester I Tahun 2016 KBKKBN

Berdasarkan Dari tabel diatas terlihat Jenis Pelayanan SPM KB/KS ada

3 yaitu -

1.

Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dengan indikator

% Cakupan PUS yang isterinya berusia < 20 tahun <3, 5 % : Tercapai

%+ Cakupan PUS Peserta KB aktif dengan target >65 % : Tercapai.

% Cakupan Anggota BKB be KB > 70 % : Tercapat

% Cakupan PUS unmetneed < 5, 0 % : tidak Tercapai.

% Cakupan PUS Anggota UPPKS ber KB > 87 % : Tercapai

% Ratio Penyuluh KB 1-2 orang/ kelurahan/ Desa : Tercapai

Penyediaan alkon oleh Pemkot, dengan Target >30 % : Tercapai

Penyediaan Data Mikro di Desa / Kelurahan target> 100 % : Tercapai.




43338 pof

Dari data-data diatas terlihat bahwa ada 1 (satu) indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM ) Bidang KB/KS yang tidak tercapai yaitu pada
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan indikator cakupan Pasangan
Usia Subur (PUS) unmetned < 5, 0 tidak tercapai. Un met need yaitu Pasangan
Usia Subur yang tidak ingin punya anak, akan tetapi tidak memakai alat
kontrasepsi . Meskipun hanya 1 (satu ) indikator tidak tercapai tetapi KIE cakupan
PUS unmetned ini juga sangat menentukan terhadap tujuan dari pada BKKBN
untuk menurunkan laju pertambahan penduduk.

Sebagaimana dalam wawancara dengan kabid KB :

“Pelaksanaan SPM bidang KB/KS Pada tahun 2016 yaitu terdin dari ;
Nomer satu Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dengan
indikator Cakupan PUS yang isterinya berusia < 20 tahun <3, 5 % :
sudah tercapai, Cakupan PUS Peserta KB aktif dengan target >65 % :
sudah tercapai. Cakupan PUS unmetneed < 5, 0 % : tidak Tercapai,
Cakupan Anggota BKB be KB > 70 % : sudah tercapai, Cakupan PUS
Anggota UPPKS ber KB > 87 % : sudah tercapai, Ratio Penyuluh KB 1-
2 orang/ kelurahan/ Desa : sudah tercapai, Penyediaan alkon oleh
Pemkot, dengan Target >30 % : sudah tercapai, .Penyediaan Data Mikro
di Desa / Kelurahan target> 100 % : sudah tercapai.

Namun ada 1 (satu) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM )
Bidang KB/KS yang tidak tercapai yaitu pada Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) dengan indikator cakupan Pasangan Usia Subur
(PUS) unmetned < 5, 0 tidak tercapai. Meskipun hanya 1 (satu )
indikator tidak tercapai tetapi KIE cakupan PUS unmetned ini juga
sangat menentukan terbadap tujuan dari pada BKKBN untuk
menurunkan laju pertambahan penduduk” (Wawancara 24 April 2017
pukul 05.00 WIB),

Adapun pelaksanaan SPM KB/KS di Kota Malang didukung oleh
Pendanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagaimana wawancara

“Pendanaan  yang berkaitan kegiatan pelaksanaan SPM  KB/KS
berdasarkan RPJMD Kota Malang tahun 2014-2018 meliputi kegiatan :
Pencatatan dan Pelaporan Klinik, Peningkatan kualitas provider,
Fasilitasi peningkatan KB, Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA /
TOMA, Peningkatan KIE KB melalui media elekironik dan luar ruang,
Bina kesertaan KB, Penguatan Pelaksana Lapangan, Fasilitasi Program
KKBPK di 5 Kecamatan dengan total alokasi sumber dana APBD
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sebesar Rp 1.060.000.000,-” (Wawancara 25 Aprl 2017 pukul

09.30 WIB).

Pendanaan yang Dberkaitan kegiatan pelaksanaan SPM KB/KS

berdasarkan RPIMD Kota Malang tahun 2014-2018 meliputi kegiatan

Pencatatan dan Pelaporan Klinik, Peningkatan kualitas provider, Fasilitasi

peningkatan KB, Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA / TOMA,

Peningkatan KIE KB melalui media elektronik dan luar ruang, Bina kesertaan KB,

Penguatan Pelaksana Lapangan, Fasilitasi Program KKBPK di 5 Kecamatan

dengan total alokasi sumber dana APBD sebesar Rp 1.060.000.000, -,

Tabel 4.3

Kegiatan Pelaksanaan SPM bidang KB KS Berdasarkan RPTMD
Kota Malang tahun 2014-2018 Dengan Dukungan Pendanaannya

. Anggaran
No Kegiatan 2015 2016
1. Pencatatan dan Pelaporan Klinik 50.000.000 75.000.000
2. Peningkatan kualitas provider 40.000.000 50.000.000
3. Fasilitasi peningkatan KB 125.000.000 -
4, Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi 45.000.000 50.000.000
TOGA / TOMA
5. Peningkatan KIE KB melalui media 45,000.000 60.000.000
elektronik dan luar ruang, Bina
kesertaan KB
6. Penguatan Pelaksana Lapangan 350.000.000 325.000.000
7. Fasilitasi Program KKBPK di 5 50.000.000 150.000.000
Kecamatan Se-Kota Malang
JUMLAH 705.000.000 710.000.000
Dari Tabel diatas terlihat anggaran dari tahun 2015 sebesar

Rp. 750.000.000, - kemudian pada tabun 2016 menjadi sebesar Rp 710.000.000, -.

S reeeanens Pada Pelaksanaan SPM bidang KB/KS Kota Malang berasal dari
APBD tahun 2016, berdasarkan RPJPMD tahun 2014-2018, ada 7
kegiatan yaitu 1. Pencatatan dan Pelaporan Klinik, 2. Peningkatan
kualitas provider, 3. Fasilitasi peningkatan KB, Peningkatan Pelayanan
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KIE KB bagi TOGA / TOMA, 4. Peningkatan KIE KB melalui media
elektronik dan luar ruang, Bina kesertaan Kb, 5. Pemingkatan KIE KB
melalui media elektronik dan lvar ruang, Bina kesertaan Kb, 6.
Peningkatan KIE KB melalui media elektronik dan luar ruang, 7. Bina
kesertaan Kb untuk 5 kecamatan........... ” (Wawancara 25 April 2017
pukul 10.30 WIB).

e Pelaksanaan SPM Bidan KB/KS di Kota Malang berasal dari
APBD tahun 2016 namun karena anggaran terbatas, tidak semua kegiatan
dalam SPM Bidang KB/KS bisa dilaksanakan........... ” (Wawancara
25 April 2017 pukul 11.00 WIB).

Selain didukung oleh sumber pendanaan maka Pelaksanaan SPM Bidang

KB/KS di Kota Malang juga didukung oleh Sumber Daya manusia

Tabel 4.4
Sumber Daya Manusia (SDM) DP3AP2 Kota Malang
No Pangkat Gol. Ruang | Jumlah Total
1. | Pembina Utama Madya vd -
Pembina Utama Muda IVc 1 45
Pembina Tingkat 1 IVb 11
Pembina IVa 33
2. | Penata Tingkat I Ird 21
Penata IMlc 11 46
Penata Muda tingkat I b 7
Penata Muda 1Ila 7
3. | Pengatur Tingkat I IId 3
Pengatur Ilc 12 7
Pengatur Muda Tingkat I IIv 4
Pengatur Muda IIa 3
4, | Juru Tingkat 1 id 1
Jur Ic 2 3
Juru Muda tingkat 1 Ib -
Juru Muda Ta -
5. | PTT/ Sukwan - - 116
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Dukungan Personil Bidang KB/Kespro
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Jumlah personil
Personil 2013 2014 2015 2016
Bidang KB 7 6 6 6
Penyuluh KB 57 57 54 54
PPKBD 60 62 62 62
Sub PKBD 850 852 852 852
Tabel 4.6
Pelatihan KB bagi ketenagaan KB dan Medis
Pelatihan
No | Ketenagaan KB | Jumlah mp KIP
IUD | MOW | MOP LAN | Konseling
1 | Pejabat Bidang KB 3 - - - - -
2 | Dokter 186 73 52 23 55 53
3 | Bidan 371 198 - - 195 65
4 | Penyuluh KB 54 - - - - 54
5 | StafKB 6 - - -

Sumber Dallap Pelkon BKKBN Jatim tahun 201 6

s Sumber Daya Manusia / Personel di DP3AP2KB Kota Malang
berjumlah 116 orang, yang merupakan pelaksana SPM KB/KS di Kota
Malang........... ” (Wawancara 25 April 2017 pukul 11.30 WIB).

[ Personel yang menjadi mitra kerja DP3AP2KN Kota Malang
yaitu para dokter dan para medis / bidan yang sudah mengikuti Pelatihan
KB bagi Tenaga KB dan Medis sebanyak 186 dokter, mereka telah
mengikuti pelatihan IUD : 73 orang, Pelatthan MOW : 52 orang,
Pelatihan MOP : 23 orang, Pelatihan Implan : 55 orang, Pelatihan KIP
Konseling : 53 orang. Pelatihan untuk 371 Bidan, yaitu pelatihan IUD :
198 bidan, pelatihan implan : 195 bidan, pelatthan KIP Konseling : 65
bidan. Pelatihan KIP Konseling untuk 54 Penyuluh KB......... ”
(Wawancara 25 April 2017 pukul 12.00 WIB).

s Untuk pelaksanaan SPM KB/KS di Kota Malang didukung
Penyuluh KB sebanyak 54 orang, yang telah mendapat berbagai
pelatihan bidang KB/KS dan penyuluh KB yang ada sebagian besar
sarjana........... (Wawancara 25 April 2017 pukul 12.30 WIB).
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f Tabel 4.7
Data Potensi Dan Pencapaian Program KKBPK Kota Malang
Tahun 2016

Jumlah | Poktan | Poktan | Poktan | Poktan

No Uraian Yang Ada| BKB | BKR | BKL | UPPKS

1 5 SR
2 | Kelurahan 57
= 3 | PKB 51
4 | PPKBD 62
5 | Sub PPKBD 849
! 6 | Jumlah Kelompok Kegiatan |~ ="
Jumiah Keluarga yang

7 | menjadi sasaran kelompok
kegiatan

Jumlah Keluarga yang

8 | menjadi anggota kelompok
kegiatan

Jumlah Keluarga yang
menjadi anggota kelompok
kegiatan aktif/hadir dalam
pertemuan S
Jumlah anggota kelompok |~ 2o
yang berstatus PUS i
Jumlah anggota kelompok frs

11 | yang berstatus PUS dan Sl 5336 736 1365 2188
menjadi peserta KB Co

6576 1273 11258

4807 811 7839

10 5802 911 1819

Sumber : Laporan Bulanan Dalap 2016 (http:/bkkbn. go. id)

pada tahun 2016.
Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini mengacu pada model
kebijakan top down oleh Van Metter dan Carl Van Hom maka faktor- faktor yang

mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPM KB/KS di Kota Malang
|
|
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1) Faktor Standar dan Tujuan Kebijakan

Dari hasil penelitian Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang
sudah mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PERKA BKKBN,
walanpun tidak semua kegiatan yang ada dalam petunjuk teknis PERKA BKKBN
tersebut bisa dilaksanakan, namun setidaknya sudah cukup mendukung standar
dan tujuan SPM KB/KS tersebut.

Pelaksanaan SPM KB/KS di Kota Malang sudah mengacu pada Standar
dan Tujuan kebijakan UU, PP dan PERKA BKKBN Pusat, namun BKKBN masih
kurang mensosialisasikannya mengakibatkan pengorganisasian, pelaksanaan,
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Pengembangan Kapasitas, serta Pembinaan
dan Pengawasan yang merupakan tahapan pada pelaksanaan SMP Bidang KB/KS
tidak bisa optimal dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Malang,

2) Faktor Sumber Daya

a) Dana / anggaran Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS berasal dari APBD, ada 7
kegiatan, namun karena keterbatasan anggaran tidak semua kegiatan yang ada
di SPM KB KS BKKBN Pusat bisa dijalankan. Kegiatan tersebut ada 7
kegiatan, yaitu :

(1) Pencatatan dan Pelaporan Klinik

(2) Peningkatan kualitas provider,

(3) Fasilitasi peningkatan KB, Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA /
TOMA,

(4) Peningkatan KIE KB melalui media elektronik dan luar ruang, Bina kesertaan

KB,
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(5) Peningkatan KIE KB melalui media elektronik dan lvar ruang, Bina
Kesertaan KB, |

(6) Peningkatan KIE KB melalui media elektronik dan luar ruang,

(7) Bina kesertaan Kb untuk 5 kecamatan.

Jadi besarnya dana yang terserap pada Tahun 2015 sebesar
Rp. 750.000.000, kemudian pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 710.000.000.
Manajemen kevangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran,

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang

dimiliki suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen Keuangan berhubungan

dengan 3 aktifitas, yaitu :

(1) Aktifitas penggunaan Dana yaitu aktifitas untuk menginvestasikan dana pada
berbagai aktiva.

(2) Aktifitas perolehan dana yaitu aktifitas untuk mendapatkan sumber dana, baik
aktifitas intern perusahaan maupun ekstern perusahaan.

(3) Aktifitas perolehan aktifa, yaitu setelah dana diperoleh maka harus dikelola
seefisien mungkin.

Adapun penjelasan singkat dari fungsi manajemen kevangan adalah :

(1) Perencanaan keuangan membuat perencanaan untuk pemasukan maupun
pengeluaran keuangan serta kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

(2) Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran
dan pemasukan.

(3) Pengelolaan keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan

dana yang ada dengan berbagai cara.
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(4) Pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada
untuk kegiatan perusahaan / organisasi.

(5) Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan
dan mengamankan dana tersebut.

(6) Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan
dan sistem kenangan pada perusahaan tersebut.

(7) Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan
yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

(8) Pelaporan keuangan, penyediaan informasi atas laporan keuangan yang ada
serta bahan untuk evaluasi.

Dalam penelitian dana ditemukan bahwa [aktor Dana anggaran untuk
pelaksanaan SPM KB/KS terbatas sehingga tidak mendukung semua kegiatan
SPM KB/KS bisa dilaksanakan, pelaksana SPM KB/KS dapat mencari tambahan
dana lain dalam bentuk hibah sesuai dengan PERMENDAGRI No 39 tahun 2012
tentang pemberian Hibah.

b) Faktor Sumber Daya Manusia dan Personel Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS
di Kota Malang

Sumber Daya Manusia /Personel di DP3AP2KB Kota Malang berjumlah
116 orang. Selain itu didukung pula 186 dokter yang telah mengikuti pelatihan
TUD : 73 orang, Pelatihan MOW : 52 orang, Pelatihan MOP : 23 orang, Pelatihan
Implan : 55 orang, Pelatihan KIP Konseling : 53 orang. serta didukung para Bidan
sebanyak 198 orang yang semuanya telah mengikuti semuanya IUD, implan dan ‘

pelatihan KIP Konseling : 65 bidan. Pelatihan KIP Konseling yang juga telah

diikuti oleh 54 orang Penyuluh KB.
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Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 1
ayat 2, manusia sebagai sumber daya atau tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk
memenuhi kebutuhan sendin atau masyarakat.. Dalam hal ini Jackson Schuler dan
Werner (2010) mengemukakan bahwa sumber daya manusia mancakup (1).
Semua orang yang berkontribusi untuk melakukan pekerjaan Perusahaan, (2).
Orang-orang yang bisa berkontribusi dimasa yang akan datang, (3). Mereka yang
telah berkontribusi dimasa lalu.

Agar Sumber daya manusia yang ada dapat efektif menghasilkan tujuan
organisasi maka SDM harus dikelola sebaik mungkin. Kalau dilihat dari faktor
sumber daya manusia sudah mendukung pelaksanaan SPM KB/KS di Kota
Malang pada tahun 2016
3) Faktor Karakterisiktik Agen Pelaksana

Dalam penelitian ini melalui faktor Karakteristik Agen pelaksana SPM
Bidang KB/KS Kota Malang dapat digambarkan melalui susunan organisasi
DP3AP2KB Kota Malang sesuai Ranperwal No 33 Tahun 2016.

Selain dilihat dari susunan organisasi, karakteristik agen pelaksana SPM
KB/KS di Kota Malang tahun 2016 dapat pula dilihat dari data potensi dan
pencapaian program KKBPK Kota Malang pada tahun 2016.

Karakteristik agen pelaksana SPM KB/KS di Kota Malang bisa dilihat
dari potensi dan pencapaian program KKBPK di Kota Malang tahun 2016 antara
lain : Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) :246, Bina Keluarga Remaja (BKR)

:53, Bina Keluarga Lansia (BKL) : 324, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
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Sejahtera (UPPKS) : 279 yang tersebar di 57 kelurahan dan 4 Kecamatan se
wilayah Kota Malang,

Pada dasarnya, menurut Robing and Judge (2009) dimensi struktur
organisasi ada tiga, yaitu sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi, sentralisast
mengacu kepada sejauh mana kewenangan pengambil keputusan tetap berada
ditangan pimpinan puncak. Jika wewenang itu tidak didistribusikan, yang ada
adalah sentralisasi, sebaliknya kalau didistribusikan kepada yang paling rendah
maka adalah desentralisasi. Kompleksitas atan kerumitan mengacu kepada
banyaknya unit yang terdapat dalam organisasi dan dikelompokkan secara
vertikal, horizontal dan spacial atau geografi, organisasi akan semakin sulit
melakukan koordinasi dan komunikasi jika unit yang ada semakin banyak.
Sedangkan formalisasi mengacu kepada banyaknya atau kelengkapan peraturan
yang mengatur semua yang berkaitan dengan pekerjaan disana. Jika aturannya
banyak tetapi masih ada yang belum diatur dan yang menentukan aturannya
adalah mereka yang berkepentingan, maka organisasi itu disebut birokrasi
profesional, namun jika belum ada aturannya dan yang menentukan aturannya
adalah atasan maka organisasi itu disebut birokrasi mesin. Sementara itu Noe
(2006) berpendapat, mesin yang paling kritis dari struktur organisasi adalah
sentralisasi dan desentralisasi. Yaitu tingkat seberapa banyak kewenangan untuk
mengambil keputusan berada ditangan pelaksana, maka departementalisasi adalah
bagaimana cara unit-unit dalam organisasi dikelompokkan, biasanya berdasarkan
fungsi yang serupa dan pengelompokan pekerjaan berdasarkan aliran pekerjaan

yang serupa / divisional. Bila dilihat dari faktor ini maka dapat dikatakan bahwa
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karakteristik agen pelaksana sudah mendukung dalam pelaksanaan SPM KB/KS
di Kota Malang pada tahun 2016.
4) Faktor Sikap kecenderungan / Disposisi pada Pelaksanaan SPM Bidang
KB/KS di Kota Malang

. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang KB/KS berdasarkan PERKA
BKKBN Nomor 55/HK-110/B5/2010 sebagai sebuah kebyjakan darn BKKBN
Pusat, yang harus dilaksanakan di kabupaten / kota, yang sangat mungkin para
pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu
menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin
selesaikan. Sehingga dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal KB/ S di
Kota mungkin terdapat sikap kecenderungan / Disposisi yang meliputi respon
maupun prefensi nilai dari pengelola bidang KB di Kota Malang terhadap SPM
KB /. Memang dalam implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang KB/KS yang kebijakannya dari BKKBN Pusat sebagai SKPD KB di Kota
Malang, BKBPM menerima sepenuhnya kebijjakan ini dan berusaha
mengimplementasikannya seoptimal mungkin, meski pelaksanaannya belum bisa
maksimal karena ada beberapa indikator yang belum bisa dipenuhu.

Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan SPM KB/KS di Kota Malang
melalui variabel aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi dan
aktifitas pelaksana bisa kita lihat dan koordinasi dan komunikasi yang terjalin
diantara para pelaksana SPM KB/KS yaitu para pengelola KB/KS, pejabat esselon
II, 11T, IV, Ka UPT KB, Penyuluh KB, PPKBD/ Sub PKBD, Dokter dan Bidan
Klinik KB, tokoh formal, tokoh informal dan lain-lain Sebagai sebuah kebijakan

dari Pusat, SPM KB/KS dalam pelaksanaannya di Kota Malang memang
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membutuhkan komunikasi dan koordinasi diantara para pelaksana baik untuk
intern BKBPM / DP3AP2KB Kota Malang maupun dengan lintas sektor,
paramedis dan semua sudah berjalan sesuai petunjuk teknis dalam SPM apalagi
ketika melakukan operasional pelayanan KB dengan mitra kerja dari pihak Dinas
Kesehatan, . namun karena keterbatasan anggaran sehingga pertemuan dengan
lintas sektor di tingkat kecamatan belum bisa rutin diadakan.

Sikap kecenderungan / Disposisi ini merupakan kemanan, keinginan dan
kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara
sungguh-sungguh, Joko Widodo (104:2010) sehingga apa yang menjadi tujuan
kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaku
kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga
dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan dirinya dan
organisasinya manakala mereka cukup pengetahuan (cognitive) dan mereka sangat
mendalami dan memahaminya (comprehension and understanding). Pengetahuan,
pendalaman, dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima
(acceptance), acuh tak acuh (reutrality), dan menolak (rejection) terhadap
kebijakan, sikap inilah yang akan menimbulkan disposisi kebijakan.

5) TFaktor Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana.

Dari penelitian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Keluarga
Berencana / Keluarga Sejahtera di Kota Malang melalni variabel komunikasi antar
organisasi dan aktifitas pelaksana diperoleh gambaran bahwa komunikasi dan
koordinasi, pada pelaksanaan SPM KB/KS diantara jalur formal di DP3AP2KB
dengan lintas sektor Dinas Kesehatan Kota Malang dan lintas sektor lainnya

maupun lewat jalur non formal dengan Tokoh masyarakat, tokoh agama, Institusi
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masyarakat, Kelompok kegiatan yang ada sudah berjalan baik, hanya saja perlu
ditingkatkan dengan lebih intens, untuk menghasilkan pencapaian program yang
lebih maksimal.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi
komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berartt merupakan proses
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada
pelaksana kebijakan (policy implementators). Informasi kebijakan perlu
disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat
mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran
(target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempertahankan
dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan
kebijakan publik agar apa yang menjadi sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai
dengan yang diharapkan. Sementara itu Joko Widodo (97 :2010) menjelaskan
Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi

Antara lain, dimensi transformasi (iransmission}, kejelasan (clarity), dan
konsistensi (consistency). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik
tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan, tetapi juga
disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak Jain yang
berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat
diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi
maksud tujuan, dan sasaran serta substansi dari kcbijakan publik tersebut. Jika
tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan

dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi
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pada pelaksanaan SPM KB/KS ini, faktor komunikasi sudah baik namun lebih
ditingkatkan.
6) Faktor Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

BKKBN Pusat dalam mengimplementasikan kebijakan SPM KB/KS di
Kabupaten / Kota berdasarkan PERKA BKKBN Nomor 55/HK-110/ B5/2010
tidak bisa lepas dari lingkungan ekonomi, sosial, politik yang ada di Kota Malang,
dari penelitian ini didapat gambaran pemkot Malang sangat kondusif dari segi
Ekonomi, Sosial dan Politik, sehingga bisa mengakomodir kebijakan SPM KB/KS
tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KB yang dibentuk di Kota
Malang berdasarkan Rancangan Peraturan Walikota (PERWAL) No. 33 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, dinilai sudah cukup akomodatif dalam
mengimplementasikan kebijakan BKKBN Pusat tentang SPM KB/KS. Hanya
perlu sosialisasi dan advokasi dari BKKBN kepada pihak eksekutif dan legislatif
Kota Malang terbadap kebijakan BKKBN khususnya SPM KB/KS.

Teori sistem mengatakan bahwa pembuatan kebijakan tidak dapat
dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya dengan kebijakan
publik. Kebijakan publik pasti akan .dibentuk dan membentuk lingkungan
sekitarnya (sosial, politik, ekonomi, maupun budaya). Dimana pada satu saat
kebijakan menyalurkan masukannya kepada lingkungan sekitarnya, namun pada
saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitarnya membatasi dan
memaksakannya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambil

keputusan / pengambil kebijakan. Artinya interaksi antara lingkungan kebijakan
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dan kegiatan kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling
pengaruh. Pengertian lingkungan kebijakan yang lebih spesifik perlu dipahami
dalam tiga kategori besar, pertama, lingkungan umum diluar pemerintahan dalam
arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai
tertentu. Kedua, lingkungan dalam pemerintahan dalam arti institutional, seperti :
Karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang
tersedia dan sebagainya.

Setiap masyarakat mempunyai kebiasaan, tradisi serta, dan budaya yang
membedakan nilai serta perilaku anggotanya dari masyarakat yang lainnya.
Seorang ahli anfropologi Clyde Klukhohn dalam bukunya Mirror for Man (1963
:24) mendefinisikan budaya sebagai, “seluruh cara hidup orang, peninggalan
sosial seseorang yang diperoleh dari kelompoknya. Atau budaya yaitu bagian dari
lingkungan yang diciptakan manusia” Budaya membentuk atau mempengaruhi
kehidupan sosial, tetapi tidak menentukan seluruhnya, hanya salah satu faktor dari
banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Budaya politik diwariskan
dari satu generasi kepada generasi yang lainnya melalw proses sosialisasi.

Dan penelitian ini diketahui lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang
ada di Kota Malang mendukung terhadap pelaksanaan SPM KB KS, sebagai
kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan. Namun kurang advokasi dari
BKKBN sehingga pihak eksekutif dan legislatif’ dapat membentuk opini publik

dan elit politik yang positif dan lebih maksimal dalam mendukung program

BEXBN khususnya kegiatan SPM KB/KS.
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka berpikir dan penyajian data
serta hasil pembahasan maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang pada tahun 2016 belum
maksimal, hal ini bisa menjadi bahan evaluasi agar segeré diadakan
perbaikan.

2. Faktor Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPM Bidang KB/KS
Berdasarkan variabel-variabel model kebijakan top down oleh Van Metter
dan Carl Van Horn adalah sebagai berikut:

a. Faktor Tujuan dan Standar kebijakan, sudah sangat mendukung, namun
kurang adanya sosialisasi dari BKKBN serta belum dibuatkan petunjuk
teknis dan peraturan pendukungnya untuk Kota Malang jadi pelaksanaan
SPM KB/KS belum bisa tercapai sesuai harapan.

b. Faktor sumber daya dana (anggaran) kurang mendukung Xkarena
keterbatasan dana sedangkan sumber daya manusia sudah mendukung.

¢. Karakteristik agen pelaksana yang dilihat lewat susunan organisasi
DP3AP2KB Kota Malang serta potensi pencapaian program KKBPK

yang yang sudah cukup representatif.
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d. Faktor Sikap kecenderungan / disposisi disesuaikan dengan keperluan
program, dan kondisi yang ada, para pelaksana di DP3AP2KB Kota
Malang menjalankan arahan-arahan program dann BKKBN pusat yang
diintegrasikan dengan kebijakan yang ada di Kota Malang, namun karena
disposisi ini berangkat dari pemahaman pemangku kebijakan sehingga
interpretasi dalam pelaksanaanya tidak sepenubnya sesuai yang
dikehendaki para pembuat kebijakan SPM KB/KS BKKBN Pusat, dan
hal ini menghambat pelaksanaan SPM Bidang KB/KS.

e. Faktor komunikasi dengan mitra kerja dari Dinas Kesehatan maupun
terhadap jalur formal maupun non formal cukup baik hanya saja perlu
ditingkatkan sehingga kedepannya bisa fokus mengatasi tidak
tercapainya wnmetned.

f.  Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik secara eksternal yang sudah
kondusif bagi pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di Kota Malang, namun
secara internal bila para elit politik dan opini publik lebih diberi advokasi
oleh pejabat-pejabat DP3AP2KB Kota Malang khususnya pihak legislatif
/ DPRD Kota Malang agar meneclurkan regulasi kebijakan di Kota

Malang untuk kebutuhan mendukung kegiatan SPM KB/KS.

B. Saran

1. Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS yang belum tercapai pada salah satu
indikator, yaitu cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) unmetned, maka ke
depannya fokus untuk menggarap masalah wmmetned ini yang belum

sesuai target.
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2. Adanya sosialisasi SPM KB/KS dari BKKBN kepada pejabat DP3AP2KB
Kota Malang serta dukungan petunjuk Teknis SPM KB/KS untuk Kota
Malang sehingga kegiatan SPM KB/KS lebih mencapai sasaran.

3. Perlu penambahan dana anggaran untuk pelaksanaan SPM KB/KS dan
kualitas SDM perlu ditingkatkan.

4. Perlunya sosialisasi dan advokasi secara lebih intensif dar1 BKKBN Pusat
maupun Kaper BKKBN propinsi Jatim kepada DP3P2KB Kota Malang agar
DP3P2KB lebih maksimal dalam mengakomodir kebijakan BKKBN.

5. Perlu ditingkatkan advokasi dari BKKBN kepada DP3AP2KB Kota Malang
agar tepat dalam memahami kebijakan yang diarahkan BKKBN sehingga
disposisi untuk kegiatan yang dimaksud tepat dan proporsional.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kota Malang harus
mengagendakan kegiatan komunikasi dan koordinasi diantara pelaksana SPM
KB/KS lintas sektoral, baik secara formal maupun non formal dengan
formula kegiatan yang tepat sehingga tepat sasaran, efektif dan efisien.

7. Perlu ditingkatkan advokasi dari BKKBN kepada eksekutif dan legislatif di

Kota Malang agar dapat membentuk opini publik dan elit politik yang positif

bagi program BKKBN khususnya pelaksanaan SPM KB/KS.
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LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KELUARGA BERENCANA/ KELUARGA SEJAHTERA
(SPM BID KB/KS)DI KOTA MALANG

Informan : Sekretaris DP3AP2KB kota Malang, Kabid Keluarga Berencana,
Sun Gram, Kasubsi Pelayanan KB, Ka UPT KB, Penyuluh KB,
Bidan Klinik KB, Akseptor KB, Lurah, Ketua Ipe XB

IDENTITAS RESPONDEN

Nama OSSR UROONt
Jabatan L eeeeetetet ettt st earene e e ettt seerae e nras
Usia OO O USRSV SRUTUPOPURIN

Jenis Kelamin & oo e

1. Apakah yang anda ketahui tentang SPM Bidang KB /KS?

2. Bagaimana Pelaksanaan SPM KB /KS di kota Malang?

3. Dalam pelaksanaan SPM KB/KS ada faktor penghambat dan faktor
pendudukng, bila dilihat dari 6 faktor yaitu :
a. Standar dan Tujuan.

=

Sumber Daya.
Karakter agen pelaksana SPMKB/KS.

Komunikasi koordinasi diantara organisasi pelaksana

Ao

o

Kecenderungan / disposisi pejabat pelaksana

f

Tolong anda uratkan.

Lingkungan sosial ekonomi politik.
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LAMPIRAN 2
TRANSKIP WAWANCARA

1. Pertanyaan : Apa yang anda ketahui tentang SPM Bidang KB/KS?
Jawaban Informan 1

“ Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang
merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga
sejahtera yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota.
Adapun Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB adalah Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS),
Penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta penyediaan informasi Data Mikro.
Semua hal tentang apa itu SPM Bidang KB/KS dapat diketahui bila kita
mempelajarinya dari petunjuk teknis yang telah dimuat dalam Perka BKKBN
Nomor 55/HK-110/2010... ...

2. Pertanyaan : Bagaimana Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS
Jawaban Informan 1

“ e Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di kota merupakan kebijakan dan
BKXBN Pusat jadi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah KB di Kota
Malang maka DP3AP2KB kota Malang melaksanakannya dengan
semaksimal mungkin sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada...... ”?

Jawaban Informan 2

...... Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana / Keluarga
Sejahtera (SPM Bidang KB/KS) berdasarkan Perka BKKBN No 55/ HK-
110/B5/2010 dilaksanakan di Kota Malang. Memang idealnya harus ada
Peraturan Walikota (Perwal) kota Malang untuk memperkuat pelaksanaan
SPM KB/KS di Kota Malang namun, kebijakan SPM KB/KS imi tetap bisa
dijalankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dalam implementasinya diturunkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana di
Kota Malang terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan
PERDA Nomor 7 tahun 2016 dalam Bab III pasal 3 ayat (4) Huruf (i),
menyebutkan tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota
Malang. Dengan adanya prosedur perundangan-undangan tersebut maka
pelaksanaan SPM Bid KB/KS di Kota Malang secara kelembagaan diaki
nomenklaturnya. Karena sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga
Berencana (SKPD KB) BKBPM dulu maupun setelah sekarang berganti
nama menjadi DP3AP2KB Kota Malang mempunyai tupoksi sebagai
Pelaksana SPM KB/KS BKKBN...”
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Jawaban Informan 6

“...SPM Bidang KB/KS memang memuat Standar dan Tujuan serta indikator,
tapi belum pernah disostialisasikan kepada kami....”

Pertanyaan : Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat Dari :
a. Faktor Standar dan Tujuan Kebijakan

Jawaban Informan 1

Cn Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga
Berencana / Keluarga Sejahtera (SPM Bidang KB/KS)sudah ada yaitu
berdasarkan Perka BKKBN No 55/ HK-110/B5/2010 namun belum

2

disosialisasikan......”.

b. Faktor:
e Sumber Daya Dana / Anggaran

Jawaban Informan 6

“ Pada Pelaksanaan SPM bidang KB/KS Kota Malang berasal
dar1 APBD tahun 2016, berdasarkan RPJPMD tahun 2014-2018, ada 7
kegiatan yaitu 1. Pencatatan dan Pelaporan Klinik, 2. Peningkatan
kualitas provider, 3. Fasilitasi peningkatan KB, Peningkatan
Pelayanan KIE KB bagi TOGA / TOMA, 4. Peningkatan KIE KB
melalui media elektronik dan lvar ruang, Bina kesertaan Kb, 5.
Peningkatan KIE KB melalui media elektronik dan luar ruang, Bina
kesertaan Kb, 6. Peningkatan KIE KB melalui media elektronik dan
luar ruang, 7. Bina kesertaan Kb untuk 5 kecamatan... ... ”

Jawaban Informan 1

“n Pelaksanaan SPM Bidan KB/KS di kota Malang berasal dari
APBD tahun 2016 namun karena anggaran terbatas, tidak semua
kegiatan dalam SPM Bidang KB/KS bisa dilaksanakan... ... ?

e Sumber Daya Manusia (SDM)
Jawaban Informan 2

“......Sumber Daya Manusia /Personel di DP3AP2KB Kota Malang
berjumlah 116 orang, yang merupakan pelaksana SPM KB/KS di Kota
Malang. Personel yang menjadi mitra kerja DP3AP2KN Kota Malang
yaitu para dokter dan para medis / bidan yang sudah mengikuti
Pelatihan KB bagi Tenaga KB dan Medis sebanyak 186 dokter,
mereka telah mengikuti pelatihan TUD : 73 orang, Pelatthan MOW :
52 orang, Pelatthan MOP : 23 orang, Pelatihan Implan : 55 orang,
Pelatihan KIP Konseling : 53 orang. Pelatihan untuk 371 Bidan, yaitu
pelatihan IUD : 198 bidan, pelatihan implan : 195 bidan, pelatihan
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KIP Konseling : 65 bidan. Pelatihan KIP Konseling untuk 54
Penyuluh KB...... 7

Jawaban Informan 4

e Untuk Pelaksanaan SPM KB/KS Dana anggaran tahun 2015
sebesar Rp. 750.000.000, - kemudian pada tahun 2016 menjadi
sebesar Rp 710.000.000, -. Berdasarkan RPJPMD tahun 2014-2018,
ada 7 kegiatan yaitu 1. Pencatatan dan Pelaporan Klinik, 2.
Peningkatan kualitas provider, 3. Fasilitasi peningkatan XB,
Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA / TOMA, 4. Peningkatan
KIE KB melalui media elektronik dan luar ruang, Bina kesertaan Kb,
5. Peningkatan KIE KB melalui media elektronik dan luar ruang, Bina
kesertaan Kb, 6. Peningkatan KIE KB melalui media elektronik dan
luar ruang, 7. Bina kesertaan Kb untuk 5 kecamatan. .. ... ?

¢. Faktor Karakteristik Agen Pelaksana
Jawaban Informan 1

S Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Malang yang tertera ini
dibuat berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. .. ... ”

d. Faktor Sikap Kecenderungan / Disposisi
Jawaban Informan 1

...... Memang dalam 1mplementasi kebijjakan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang KB/KS yang kebijakannya dari BKKBN Pusat
sebagai SKPD KB di Kota Malang, BKBPM menerima sepenuhnya
kebijakan ini dan berusaha mengimplementasikannya seoptimal
mungkin, meski pelaksanaannya belum bisa maksimal karena ada
indikator yang belum bisa dipenuhi, dan sebaiknya BKKBN memberikan
advokasi tentang kebijakan SPM KB/KS ini kepada para pejabat
DP3AP2KB kota Malang agar lebih memahami substansi kebijakan
sehingga fokus dalam memberikan disposisi bagi kegiatan yang
menunjang KB/KS di kota Malang... ... ”

e. Faktor Aktifitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi
dan Aktifitas Pelaksana

Jawaban Informan 1

. Sebagai sebuah kebijakan dari Pusat, SPM KB/KS dalam
pelaksanaannya di Kota Malang memang membutuhkan komunikasi dan
koordinasi diantara para pelaksana baik untuk intern DP3AP2KB kota
Malang maupun dengan lintas sektor, paramedis dan semua sudah
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berjalan sesuai petunjuk teknis dalam SPM apalagi ketika melakukan
operasional pelayanan KB dengan mitra kerja dari pihak Dinas
Kesehatan. Namun karena keterbatasan anggaran sehingga pertemuan
dengan lintas sektor di tingkat kecamatan belum bisa rutin diadakan..
Disamping 1tu. Kami berharap komunikasi dan koordinasi dalam
sosialisasi program KB/KS khususnya tentang SPM KB/KS sehingga
sebagai bidan /paramedis kami lebih mengerti tentang SPM KB/KS dan

»

mudah menerapkannya dalam pelayanan KB di Puskesmas. ......".

Jawaban Informan 11

e Pelayanan KB gratis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Implan yang saya terima di Puskesmas Rampal Celaket kota Malang,
cukup memuaskan. Karena Penyuluh KB nya sangat komunikatif......”

f. Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik
Jawaban Informan 10

“e Keberhasilan  atau  kegagalan. BKKBN Pusat dalam
mengimplementasikan kebijakan SPM KB/KS di Kabupaten / Kota
berdasarkan PERKA BKKBN Nomor 55/ HK-110/ B5/2010 tidak bisa
lepas dari lingkungan ekonomi, sosial, politik yang ada di kota Malang,
tetapi sejauh ini pemkot Malang sangat kondusif dari segi Ekonomi,
Sosial dan Politik, sehingga bisa mengakomodir kebijakan SPM KB/KS

tersebut. ........... namun lebih baik lagi kalau BKKBN meningkatkan
advokasi kebijakan dari BKKBN agar lebih dipahami dan didukung oleh
eksekutif......”.

Jawaban informan 5

“o Sebagai sebuah kebijakan dari BKKBN Pusat, SPM KB/KS
pelaksanaannya di Kota Malang memang mendapat dukungan dari elit
politik hal ini dibuktikan dengan tetap diakomodirnya SKPD KB oleh
pemkot Malang sebagai sebuah lembaga nomenklatur, yang mewujud
berupa BKBPM yang kini berubah menjadi DP3AP2KB Kota Malang.
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik di Kota Malang sangat
mendukung sekali terhadap pelaksanaan SPM KB/KS......”.

Untuk lebih lengkapnya transkrip wawancara dalam penelitian ini

dirangkum pada tabel di bawah ini:




Kode
Informan

Pertanyaan No 1

Jawaban

Informan 1

Apakah ya.;lg anda ketahui
tentang SPM KB /KS?

SPM KB/KS adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara  minimal yang
merupakan tolak ukur kinerja
pelayanan Keluarga Berencana dan |
Keluarga sejahtera yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah
dan Kabupaten / Kota. Adapun Jenis
Pelayanan Dasar Bidang KB adalah
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera (KIE-KB dan KS),
Penyediaan alat dan obat kontrasepsi
serfa penyediaan informasi Data
Mikro. Semua hal tentang apa itu
SPM Bidang KB/KS dapat dikctahui
bila kita mempelajarinya dar
petunjuk teknis yang telah dimuat
dalam Perka BKKBN Nomor
55/HK-110/2010......7

Informan 2

Apakah yang anda ketahui
tentang SPM KB /KS?

SPM KB/KS adalah Standar
Pelayanan Minimal yang dikeluarkan
BKKBN Pusat

Informan3

Apakah yang anda ketahui
tentang SPM KB /KS?

SPM KB /KS adalah acuan
Pelayanan KB/KS minimal yang
harus dilakukan semua SKPD
KB/KS di seluruh Indonesia

Informan 4

Apakah yang anda ketahui
tentang SPM KB /KS?

Bahwa segala penyusunan program
keuangan untuk pendanaan kegiatan
KB/KS ada pada SPM KB/KS 1ni.

Informan 5

Apakah yang anda ketahui
tentang SPM KB /KS?

Kalau secara detal saya tidak
mengerti, mungkin acuan kegiatan
KB/KS

Informan 6

Apakah yang anda ketahui
tentang SPM KB /KS?

Saya kurang paham, karena belum
ada sosialisasi tentang SPM KB / KS

Informan 7

Apakah yang anda ketahui
tentang SPM KB /KS?

Waduh saya gak tau tentang hal
tersebut




43?118.30&

Kode

Pertanyaan No 1 Jawaban
Informan
Informan 8 | Apakah yang anda ketahui | Ini adalah ketentuan BKKBN Pusat
tentang SPM KB /KS? tentang Standar Pelayanan Minimal
KB/KS dan ada JUKNIS nya
Informan 9 | Apakah yang anda ketahui | Saya belum pernah tau karena itu
tentang SPM KB /KS? menyangkut SKPD KB
Informan 10 | Apakah yang anda ketahui | Belum pernah ada sosialisai tentang
tentang SPM KB /KS? SPM KB/KS untuk PKK
Informan 11 | Apakah yang anda ketahui | Apa ya? Kok saya belum pernah

tentang SPM KB /KS?

dengar
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Kode
Informan

Informan 1 |Bagaimana Pelaksanaan | Pelaksanaan SPM Bidang KB/KS di
SPM KB/KS di Kota | kota merupakan kebyjakan dan
Malang pada tahun 2016? | BKKBN Pusat jadi sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah KB d1 Kota
Malang maka DP3AP2KB kota
Malang melaksanakannya dengan
semaksimal mungkin sesuai Petunjuk
Teknis (Juknis) yang ada.

Pertanyaan No 2 Jawaban

Informan 2 | Bagaimana Pelaksanaan | Standar Pelayanan Minimal Bidang
SPM KB/KS di Kota | Keluarga Berencana / Keluarga
Malang pada tahun 20167 | Sejahtera (SPM Bidang KB/KS)
berdasarkan Perka BKKBN No 55/
HK-110/B5/2010 dilaksanakan di
Kota Malang. Memang idealnya
harus ada Peraturan Walikota
(Perwal) kota Malang untuk
memperkuat  pelaksanaan  SPM
KB/KS di Kota Malang namun,
kebijakan SPM KB/KS ini tetap bisa
dijalankan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dalam
implementasinya diturunkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13
tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah yang mana di Kota Malang
terkait  pelaksanaan  Peraturan
Pemerintah  tersebut  diterbitkan
PERDA Nomor 7 tahun 2016 dalam
Bab III pasal 3 ayat (4) Huruf (1),
menyebutkan tentang Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kota Malang. Dengan
adanya  prosedur  perundangan-
undangan tersebut maka pelaksanaan
SPM Bid KB/KS di Kota Malang
secara kelembagaan diakut
nomenklaturnya. Karena sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Keluarga Berencana (SKPD KB)
DP3AP2KB Kota Malang
mempunyal tupoksi sebagai
Pelaksana SPM KB/KS BKKBN




Kode
Informan

Pertanyaan No 2

Jawaban

rep—

Informan3

Bagaimana Pelaksanaan
SPM KB/KS di Kota
Malang pada tahun 20167

Bidang PP melaksanakan sesuai
arahan jelasnya tanya Sekdin

Informan 4

Bagaimana  Pelaksanaan
SPM KB/KS di Kota
Malang pada tahun 20167

Pelaksanaan SPM KB/KS
menyangkut Sun Gram Bahwa
segala penyusunan program
keuangan untuk pendanaan kegiatan
KB/KS ada pada JUKNIS SPM
KB/KS ini.

Informan 5

Bagaimana  Pelaksanaan
SPM KB/KS di Kota
Malang pada tahun 20167

Kalau secara detal saya tidak
mengerti, mungkin Bapak Sekdin
dan Kabid KB yang lebih paham,
maaf mbak

Informan 6

Bagaimana  Pelaksanaan
SPM KB/KS di Kota
Malang pada tahun 20167

Saya kurang paham, karena belum
ada sosialisasi tentang SPM KB / KS

Informan 7

Bagaimana Pelaksanaan
SPM KB/KS di Kota
Malang pada tahun 2016?

Waduh saya gak tau tentang hal
tersebut

Informan 8

Bagaimana  Pelaksanaan
SPM KB/KS di Kota
Malang pada tahun 20167

Ini adalah ketentuan BKKBN Pusat
tentang Standar Pelayanan Minimal
KB/KS dan ada JUKNIS nya

Informan 9

Bagaimana Pelaksanaan
SPM KB/KS di Kota
Malang pada tahun 20167

Saya belum pemnah tau karena itu
menyangkut SKPD KB

Informan 10

Bagaimana  Pelaksanaan
SPM KB/KS di Kota
Malang pada tahun 2016?

Belum pernah ada sosialisai tentang
SPM KB/KS untuk PKK

Informan 11

Bagaimana  Pelaksanaan
SPM  KR/KS di Kotn
Malang pada tahun 20167

Apa ya? Kok sayz belum  peruah
dengar
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Kode
Informan

Pertanyaan No 3.a

Jawaban

Informan 1

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari :

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Pelaksanaan  Standar  Pelayanan
Mimimal Bidang Keluarga Berencana
/ Keluarga Sejahtera (SPM Bidang
KB/KS)sudah ada yaitu berdasarkan
Perka BKKBN No 55/ HK-
110/B5/2010 tentang SPM Bidang
KB/KS namun belum
disosialisasikan

Informan 2

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari :

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

SPM KB/KS adalah Standar
Pelayanan Minimal yang dikeluarkan
BKKBN sudah ada Dasar dan
Tujuannnya yaitu berdasarkan Perka
BKKBN NO 55-/HK -/B5/2010
tentang SPM Bidang KB/KS, jadi
kita tinggal mengikutt JUKNIS
yangada saja.

Informan3

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari :

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Waduh, sampean tanya pada bidang
KB dan Sun Gram aja ya mbak.

Informan 4

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari :

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Sudah ada Dasar dan Tuuannya
kebijakannya tercantum pada

Perka BKKBN NO 55-/HK -
/B5/2010 tentang SPM Bidang
KB/KS

Informan 5

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang XB/KS Dilihat
Dari :

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Kalau secara detal saya tidak
mengerti, mumgkin acuan kegiatan
KB/KS

Informan 6

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari :

Saya kurang paham, karena belum
ada sosialisasi tentang SPM KB / KS
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Kode
Informan

Pertanyaan No 3.a

Jawaban

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Informan 7

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari :

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Waduh saya gak tau tentang hal
tersebut

Informan 8

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari :

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Dasarnya dari BKKBN Pusat kalau
tentang Standar Pelayanan Minimal
KB/KS dan ada JUKNIS nya

Informan 9

Faktor yang Mempe-
ngarvhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Saya belum pernah tau karena itu
menyangkut SKPD KB

Informan 10

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari :

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Belum pernah ada sosialisal tentang
SPM KB/KS untuk PKK

Informan 11

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan SPM
Bidang KB/KS Dilihat
Dari :

Faktor Standar dan Tujuan
Kebijakan

Apa ya? Kok saya belum pernah
dengar
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hﬁg‘:ﬂﬂ Pertanyaan No 3.b Jawaban
Informan 1 | Faktor yang Mempe- [ Semua Kegiatan SPM KB/KS dibiayai
ngaruhi  Pelaksanaan | APBD karena anggarannya terbatas
SPM Bidang KB/KS |jadi tidak semua kegiatan bisa
Dilihat Dari : terlaksana mungkin ini salah satu
Sumber Daya yaitu | penghambat pencapaian semua
Dana dan Sumber Daya | indikator SPM Bidang XB /KS.
Manusia Untuk evaluasi dan monitoring dibiayai
APBN melalui BKKBN Pusat.
Sedangkan dari Sumber Daya manusia
pelaksanaan SPM Bidang KB /KS
dilaksanakan oleh pejabat funsional
yang kompeten yaitu Penyuluh KB
bersama mitra kerja .
Informan 2 Pelaksanaan SPM KB/KS  disukung
Sumber Daya Manusia /Personel di
DP3AP2KB Kota Malang berjumlah
116 orang, yang merupakan pelaksana
SPM KB/KS di Kota Malang. Personel
yang menjadi mitra kerja DP3AP2KN
Kota Malang yaitu para dokter dan para
medis / bidan yang sudah mengikuti
Pelatihan KB bagi Tenaga KB dan
Medis sebanyak 186 dokter, mereka
telah mengikuti pelatthan IUD : 73
orang, Pelatihan MOW : 52 orang,
Pelatthan MOP : 23 orang, Pelatihan
Impian 55 orang, Pelatihan KIP
Konseling : 53 orang. Pelatihan untuk
371 Bidan, yaitu pelatihan IUD : 198
bidan, pelatihan implan : 195 bidan,
pelatihan KIP Konseling : 65 bidan.
Pelatihan KIP Konseling untuk 54
Penyuluh KB
Informan3 | Faktor yang Mempe- | Maaf mbak yang menangani Anggaran
ngarthi  Pelaksanaan | Bidang Sun Gram sampeyan tanya ke
SPM Bidang KB/KS | Bu Luki ya.
Dilihat Dan :
Sumber Daya yaitu
Dana dan Sumber Daya
Manusia
Informan 4 | Faktor yang Mempe- | Pada Pelaksanaan SPM bidang KB/KS
ngaruhi  Pelaksanaan | Kota Malang berasal dari APBD tahun
SPM Bidang KB/KS | 2016, berdasarkan RPJPMD tahun
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Kode

Informan Pertanyaan No 3.b Jawaban
Dilihat Dari : 2014-2018, ada 7 kegiatan yaitu 1.
Sumber Daya yaitu | Pencatatan dan Pelaporan Klinik, 2.
Dana dan Sumber Daya | Peningkatan kualitas provider, 3.
Manusia Fasilitasi peningkatan KB, Peningkatan
Pelayanan KIE KB bagi TOGA /
TOMA, 4. Peningkatan KIE KB melalui
media elektronik dan luar ruang, Bina
kesertaan Kb, 5. Peningkatan KIE KB
melalui media elektronik dan luar
ruang, Bina kesertaan Kb, 6.
Peningkatan KIE KB melalui media
elektronik dan lvar ruang, 7. Bina
kesertaan Kb untuk 5 kecamatan
anggaran dari tahun 2015 sebesar
Rp. 750.000.000, - kemudian pada
tahun 2016 menjadi sebesar
Rp 710.000.000, -. Untuk membiayai
semua kegiatan SPM KB/KS tentu saja
tidak cukup, oleh karena keterbatasan
dana maka menjadi salah satu faktor
penghambat tercapainya semua
indikator SPM KB /KS.
Informan 5 | Faktor yang Mempe- | Kalau secara detal saya tidak mengerti,
ngaruhi  Pelaksanaan | mungkin acuan kegiatan KB / KS
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari ;
Sumber Daya vyaitu
Dana dan Sumber Daya
Manusia
Informan 6 | Faktor yang Mempe- | Saya kurang paham, karena belumn ada
ngaruhi  Pelaksanaan | sosialisasi tentang SPM KB / KS
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dan :
Sumber Daya yaitu
Dana dan Sumber Daya
Manusia
Informan 7 | Faktor yang Mempe- | Waduh saya gak tau tentang hal tersebut

ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari :

Sumber Daya yaitu
Dana dan Sumber Daya
Manusia
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Kode
Informan

Pertanyaan No 3.b

Jawaban

Informan 8

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari :

Sumber Daya yaitu
Dana dan Sumber Daya
Manusia

Karena saya diluar SKPD KB saya tidak
tau mbak

Informan 9

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Darn ;

Sumber Daya yaitu
Dana dan Sumber Daya
Manusia

Saya belum pernah tau karena itu
menyangkut SKPD KB

Informan 10

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari :

Sumber Daya vyaitu
Dana dan Sumber Daya
Manusia

Belum pernah ada sosialisai tentang
SPM KB/KS untuk PKK

Informan 11

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari :

Sumber Daya yaitu
Dana dan Sumber Daya
Manusia

Apa ya? Kok saya belum pernah dengar
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Kode

Informan Pertanyaan No 3.c Jawaban
Informan 1 | Faktor yang Mempe- | Karakteristik agen pelaksana SPM KB
ngaruhi  Pelaksanaan | KS adalah berupa Struktur Organisasi
SPM Bidang KB/KS | DP3AP2KB Kota Malang yang tertera
Dilihat Dan: ini  dibuat berdasarkan Peraturan
Karakteristik Agen Walikota Malang Nomor 33 tahun 2016
Pelaksana tentang Kedudukan, Susunan Organi-
sasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kena
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan  Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Malang
Informan 2 | Faktor yang Mempe- | Bisa dilihat Peraturan Walikota Malang
' ngaruhi  Pelaksanaan | Nomor 33 tahun 2016 tentang
SPM Bidang KB/KS | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dilihat Dari: dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Karakteristik Agen Pemberdayaan Perempuan, Perlin-
Pelaksana dungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Malang
Informan3 | Faktor yang Mempe- | Sesnai dengan Perwal.
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilibat Dari:
Karakteristik Agen
Pelaksana
Informan 4 | Faktor yang Mempe- | Kita menyesuaikan
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Karakteristik Agen
Pelaksana
Informan 5 | Faktor yang Mempe- | Kalau secara detal saya tidak mengerti,
ngaruhi  Pelaksanaan | mungkin acuan kegiatan KB / KS
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Karakteristik Agen
Pelaksana
Informan 6 | Faktor yang Mempe- | Saya kurang paham,

ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Karakteristik Agen
Pelaksana
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Informan

Pertanyaan No 3.c

Jawaban

Informan 7

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Karakteristik Agen
Pelaksana

Waduh saya gak tau tentang hal tersebut

Informan 8

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Karakteristik Agen
Pelaksana

Menyesuaikan

Informan 9

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang XB/KS
Dilihat Dan:
Karakteristik Agen
Pelaksana

Saya belum pernah tau karena itu
menyangkut SKPD KB

Informan 10

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Karakteristik Agen
Pelaksana

Belum tau saya mbak

Informan 11

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dan:
Karakteristik Agen
Pelaksana

Apa ya? Kok saya belum pernah dengar
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Kode
Informan

Pertanyaan 3.d

Jawaban

Informan 1

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

Memang dalam implementasi kebijakan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang KB/KS yang kebijakannya dari
BKKBN Pusat sebagai SKPD KB di
Kota Malang, BKBPM menerima
sepenuhnya kebijakan ini dan berusaha
mengimplementasikannya  seoptimal
mungkin, meski pelaksanaannya belum
bisa maksimal karena ada indikator
yang belum bisa dipenubhi, dan
sebaiknya =~ BKKBN  memberikan
advokasi tentang kebijakan SPM
KB/KS ini kepada para pejabat
DP3AP2KB kota Malang agar lebih
memahami substansi kebijakan
sehingga fokus dalam memberikan
disposisi bagi kegiatan yang menunjang
KB/KS di kota Malang

Informan 2

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

BKKBN harus membantu memberi
advokasi kepada pelaksana SPM KB
KS di kota Malang.

Informan3

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

SPM KB /KS maemerlukan advakasi
dari BKKXBN Pusat

Informan 4

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihal Dan:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

Sudah mengikuti arahan BKKBN Pusat

Informan 5

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposist

Kalau sceara detal saya tidak mengerti.




Kode
Informan

Pertanyaan 3.d

Jawaban

Informan 6

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

Saya kurang paham.

Informan 7

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

Waduh saya gak tau tentang hal tersebut

Informan 8

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

Kita sesuaikan dengan SKPD KB

Informan 9

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

Saya belum pemah tau karena itu
menyangkut SKPD KB

Informan 10

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

Belum pernah ada sosialisai tentang
SPM KB/KS untuk PKK

Informan 11

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:

Sikap  kecenderungan
Disposisi

Apa ya? Kok saya belum pernah dengar
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Mil'{o:(lifan Pertanyaan No 3.e Jawaban
Informan 1 | Faktor yang Mempe- | Sebagai sebuah kebijakan dari Pusat,
ngaruhi  Pelaksanaan | SPM KB/KS dalam pelaksanaannya di
SPM Bidang KB/KS | Kota Malang memang membutuhkan
Dilihat Dari: komunikasi dan koordinasi diantara
Komunikasi antar para pelaksana baik untuk intern
organisasi BKBPM / DP3AP2KB kota Malang
maupun dengan lintas sektor, paramedis
dan semua sudah berjalan sesuai
petunjuk teknis dalam SPM apalagi
ketika melakukan operasional
pelayanan KB dengan mitra kerja dari
pihak Dinas Kesehatan. Namun karena
keterbatasan anggaran sehingga
pertemuan dengan lintas sektor di
tingkat kecamatan belum bisa rutin
diadakan.. Disamping itun. Kami
berharap komunikasi dan koordinasi
dalam sosialisasi program KB/KS
khususnya tentang SPM KB/KS
sehingga sebagai bidan /paramedis kami
lebih mengerti tentang SPM KB/KS dan
mudah menerapkannya dalam
pelayanan KB di Puskesmas.
Informan 2 | Faktor yang Mempe- | Sudah berjalan baik dan mendukung
ngaruhi  Pelaksanaan | pelaksanaan SPM KB K namun karena
SPM Bidang XB/KS | terbatasnya anggaran jadi  belum
Dilihat Dari: maksimal.
Komunikasi antar
organisasi
Informan3 | Faktor yang Mempe- | Sudah medukung hanya saja perlu
ngaruhi  Pelaksanaan | ditingkatkan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Komunikasi antar
organisasi
Informan 4 | Faktor yang Mempe- | Sudah  mendukung hanya  saja
ngaruhi  Pelaksanaan | anggarannya perlu ditambah
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Komunikasi antar
organisasi
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Kode
Informan

Pertanyaan No 3.e

Jawaban

Informan 5

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Komunikasi antar
organisasi

Sudah berjalan bagus dan mendukung

Informan 6

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Komunikasi antar
organisasi

Sudah mendukung dan komunikasi
lancar.

Informan 7

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Komunikasi antar
organisasi

Komunikasi dengan para medis dan
Dokter sudah lancar hanya saja periu
ditingkatkan dana kegiatannya.

Informan 8

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Komunikasi antar
organisasi

Sudah mendukung dan lancar, meski
harus dicarikan dana kegiatan bila ada
kegiatan di lapangan.

Informan 9

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Komunikasi antar
organisasi

Sangat komunikatif meski kita pahami
dana nya terbatas

Informan 10

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Komunikasi antar
organisasi

Saya kira komunikasi dengan PKK
sebagi mitra BKKBN sungguh baik dan
mendukung

Informan 11

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Komunikasi antar
organisasi

Pelayanan KB gratis Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Implan yang saya terima di Puskesmas
Rampal Celaket kota Malang, cukup
memuaskan. Karena Penyuluh KB nya
sangat komunikatif inilah hal yang
mendukung.
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Koﬂe
Informan

Pertanyaan No. 3f

Jawaban

Informan 1

Faktor yang Mempe-
ngarthi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Keberhasilan atau kegagalan. BKKBN
Pusat dalam mengimplementasikan
kebijakan SPM KB/KS di Kabupaten /
Kota berdasarkan PERKA BKKBN
Nomor 55/ HK-110/ B5/2010 tidak bisa
lepas dan lingkungan ekonomi, sosial,
politik yang ada di kota Malang, tetapi
sejath ini pemkot Malang sangat
kondusif dan segi Ekonomi, Sosial dan
Politik, sehingga bisa mengakomodir
kebijakan SPM KB/KS tersebut.
........... namun lebih baik lagi kalau
BKKBN  meningkatkan  advokasi
kebjjakan dari BKKBN agar lebih
dipahami dan didukung oleh eksekutif,

Informan 2

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Sebagai sebuah kebijakan dari BKKBN
Pusat, SPM KB/KS pelaksanaannya di
Kota Malang memang mendapat
dukungan dari elit politik hal ini
dibuktikan dengan tetap diakomodirnya
SKPD KB oleh pemkot Malang sebagai
sebuah lembaga nomenklatur, yang
mewujud berupa BKBPM yang kini
berubah menjadi DP3AP2KB Kota
Malang. Lingkungan Ekonomi, Sosial,
dan Politik di Kota Malang sangat
mendukung sekali terhadap pelaksanaan
SPM KB/KS

Informan3

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Harus diciptakan Lingkungan Ekonomi
sosial politik yang kondusif.

Informan 4

Faktor yang Mempe-
ngaruhi Pelaksanaan

SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dan:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Sangat kondusif keadaan kota Malang
dari segi lingkungan sosial politik.
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Kode
Informan

Pertanyaan No. 3f

Jawaban

Informan 5

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Keadaan lingkungan ekonomi soasial
kota Malang saat imt sangat mendukung

Informan 6

Faktor yang Mempe-
ngarthi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Saya kurang paham, karena belum ada
sosialisasi tentang SPM KB / KS

Informan 7

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Waduh saya gak tau tentang hal tersebut

Informan 8

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Tentu saja sangat mempengaruhi, ketika
ekonomi, sosial politik bagus maka
orang akan Situasi saat ini ekonomi
sosial politik di kota Malang sangan
mendukung,

Informan 9

Fakior yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Saya belum pernah tau karena itu
menyangkut SKPD KB

Informan 10

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Belum pernah ada sosialisai tentang
SPM KB/KS untuk PKK

Informan 11

Faktor yang Mempe-
ngaruhi  Pelaksanaan
SPM Bidang KB/KS
Dilihat Dari:
Lingkungan ekonomi /
sosial politik

Apa ya? Kok saya belum pernah dengar
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LAMPIRAN 3
PERKA BKKBN NO. 55/HK-010/B5/2010
TENTANG SPM KB/KS DK KABUPATEN / KOTA
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PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINAS|
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 55/HK-010/B5/2010

‘A‘i &8

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
DI KABUPATEN/KOTA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional
merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah
penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga
sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu
terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1
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3. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Repubilik indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2
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10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
64 Tahun 2005;

11. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006
tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah (DPOD) Tanggal 17 Desember 2008.

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA

BAB |
KETENTUAN UMUNM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dun Keluarga Sejahtera 3
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2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam
memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM Bidang KB dan KS adalah
tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan
KS), penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta penyediaan Informasi
Data Mikro.

5. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis
pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan
pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud

6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak
dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses,
hasil dan/atau manfaat pelayanan.

7. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan penetapan
kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan untuk
melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan
pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang KB dan KS secara efektif dan
efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik.

8. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
pringip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
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12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB I
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 2

(1) Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(2) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator
kinerja dan target tahun 2010 — 2014 yang terdiri dari:

a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS):

1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia
20 tahun sebesar 3,5% pada tahun 2014,

2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
sebesar 65% pada tahun 2014;

3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
sebesar 5,0% pada tahun 2014;

4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%
pada tahun 2014;

5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar
87% pada tahun 2014;

6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk
setiap 2 desal/kelurahan pada tahun 2014;

7. Ratioc petugas Pembantu Pembina KB Desa {(PPKBD) setiap
desa/kelurahan 1 PPKBD pada tahun 2014.

b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi:
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun.
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c. Penyediaan Informasi Data Mikro.
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
sebesar 100% pada tahun 2014.

(3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam lampiran | dan tidak
terpisahkan dari lampiran ini.

(4) Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan
Petunjuk Teknis SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam lampiran |l merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan ini.

Pasal 3

SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan juga bagi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

BAB Il
PENGORGANISASIAN

Pasal 4

(1) BupatiWalikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan
KS vang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
sesuai SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara operasional dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang membidangi Keluarga Berencana (SKPD KB) di kabupaten/kota.

(3) Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
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BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5 -

(1) SPM Bidang KB dan KS merupakan acuan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pencapaian
target SPM di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala BKKBN tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian
SPM bidang KB dan KS di Kabupaten/kota.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah (Bupati dan Walikota) menyampaikan laporan
pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS sesual dengan pedoman tata cara
pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KB Nasional.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Kepala BKKBN melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas penerapan
dan pencapaian SPM Bidang KB dan KS oleh Pemerintahan Daerah.

(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang KB dan
KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai bahan
masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam
pencapaian SPM Bidang KB dan KS.
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BAB VI
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

(1) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional memfasilitasi
pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah melalui penetapan
kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan.

(2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. Petunjuk teknis
b. Bimbingan teknis
c. Pemberian orientasi dan pelatihan

(3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah
daerah.

(4) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala BKKBN tentang pengembangan Kkapasitas
tenaga program KB dan KS.

BAB VIiI
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebijakan,
pembinaan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta
pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM
Bidang KB dan KS yang merupakan tugas dan tanggung jawab
pemerintah, dibebankan kepada APBN BKKBN.

(2) Pendanaan yang berkaitan dengan pencapaian SPM bidang KB dan KS,
yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah
dibebankan kepada APBD.
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BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2007, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional melakukan
pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM
Bidang KB dan KS.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pelaksanaannya diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BKKBN.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Bidang KB
dan KS dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010

KEPALA BADAN KOORDINASI
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DR. dr. SUGIR]I SYARIEF, MIPA
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LAMPIRAN | INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA
NONMOR 55/HK-010/B5/2010
TANGGAL 29 JANUARI 2010
DEPARTEMEN/LPND BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
Batas Satker/
Jenis Standar Pelayanan Minimal waktu | Lembaga
No Pelayanan penca | Penanggu
Dasar paian | nhg Jawab
Indikator Nilai |[Tahun
1 2 3 5 6 7
A | Komunikasi . Cakupan Pasangan Usia Subur 100 | 2014 | SKPD-KB
Informasi yang isterinya dibawah usia 20
dan Edukasi tahun 3,5%.
Keluarga . Cakupan sasaran Pasangan Usia | 100 | 2014 | SKPD-KB
Berencana Subur menjadi Peserta KB aktif
dan 65%
Keluarga . Cakupan Pasangan Usia Subur 100 | 2014 | SKPD-KB
Sejahtera yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(KIE KB dan (Unmet Need) 5%
KS) . Gakupan Anggota Bina Keluarga 100 | 2014 | SKPD-KB
Balita (BKB) ber-KB 70%
. Cakupan PUS Peserta KB 100 | 2014 | SKPD-KB
Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB 87%
. Ratio Petugas Lapangan
Keluarga Berencana/Penyuluh 100 | 2014 | SKPD-KB
Keluarga Berencana (PLKB/PKB)
1 Petugas di setiap 2 {dua)
Desa/Kelurahan
. Ratio Pembantu Pembina
Keluarga Berencana (PPKBD) 1 100 | 2014 | SKD-KB
(satu ) petugas di setiap
Desa/Kelurahan
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Batas Satker/
Jenis Standar Pelayanan Minimal waktu | Lembaga
No Pelayanan penca | Penanggu
Dasar paian | ng Jawab
Indikator Nilai [Tahun
1 2 3 5 6 7
B | Penyediaan | 8. Cakupan penyediaan alat dan 100 | 2014 | SKPD-KB
Alat dan obat Kontrasepsi untuk
obat memenuhi permintaan
Kontra- masyarakat 30% setiap tahun
sepsi.
C | Penyediaan | 9. Cakupan penyediaan informasi 100 | 2014 | SKPD-KB
Informasi data mikro keluarga di setiap
Data Mikro Desa/Kelurahan 100% setiap
tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010

KEPALA BADAN KOORDINASI
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DR. dr. SUGIR! SYARIEF, MPA
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LAMPIRAN 1 : PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KB DAN KS
NOMOR : 85/HK-010/B5/2010
TANGGAL : 29 JANUARI 2010
DEPARTEMEN/LPND : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
PETUNJUK TEKNIS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
DI KABUPATEN/KOTA

TG -

A. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia
20 tahun

a. Pengertian

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia
istrinya antara 15 - 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga )
kelompok yakni; di bawah usia 20 tahun, antara 20 — 35 tahun dan
usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental
usia terbaik melahirkan adalah antara 20 — 35 tahun, sehingga
sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20
tahun.

Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS)
yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan
pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun
yvang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang
melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk mengukur dampak
hasil suatu daerah dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan
Edukasi pendewasan usia kawin pertama dapat dihitung dari
jumlah PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun.

Sedangkan Cara menghitung indikator keberhasilan adalah jika
proporsi PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun semakin
menurun (di bawah 3,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil
dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan.
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Program ini dapat memberikan kontribusi terhadap indikator
median pertama usia perkawinan dan sekaligus dapat diketahui
tingkat ASFR 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate atau wanita
kelompok usia 15-19 tahun yang melahirkan per 1000 wanita).

b. Definisi operasional

Cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun adalah proporsi
PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan
seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah. Upaya peningkatan
cakupan dilakukan melalui: (1) Peningkatan akses informasi, (2)
Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja, (3) Peningkatan
kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK-
Remaja. Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap
dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan
pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu
dengan memperhattkan keadilan dan kesetaraan gender.

c. Cara perhitungan
1) Contoh:
Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah PUS
yang usia istrinya 15-49 tahun sebesar 10.000.
Sedangkan PUS yang usia istrinya < 20 tahun sebesar 350.
Maka persentase cakupan PUS yang usia istrinya dibawah 20
tahun adalah :

2) Rumus
Persentase cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun.

> PUS yang usia istrinya < 20 tahun
x 100% =....%

¥ PUS yang usia istrinya 15-49 tahun

Keterangan:
- Pembilang : Jumlah PUS yang usia istrinya < 20 tahun.

- Penyebut : Jumlah PUS yang usia istrinya 15 - 49 tahun.
- Satuan Indikator: Persentase (%)
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3) Penerapan rumus

Cakupan PUS 350 PUS
Yang istrinya x100 % =3,5%
berusia < 20 tahun 10.000 PUS

Artinya : PUS yang usia istrinya < 20 tahun di wilayah
tersebut sebesar 3,5% dari PUS seluruhnya.

d. Sumber Data
1) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
2) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap tahun.

e. Rujukan
1) Peraturan Kepala BKKBN No. 1562 Tahun 2006 tentang
Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang memuat jenis pelayanan program
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan
advokasi dan KIE KRR;
2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
Peraturan kepala ini memuat materi-materi antara lain:
» Kebijakan KRR
Peningkatan komitmen program KRR
Seksualitas
HIV dan AIDS
NAPZA
Life skill
Pendewasaan Usia Perkawinan
Komunikasi Orang Tua dan Remaja
Panduan Pengelolaan PIK- Remaja
3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi(KIE).

f. Target
Hasil perhitungan makin kecil makin baik.
PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun pada akhir tahun 2014
sebesar 3,5%.
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Apabila di suatu daerah Cakupan Pasangan Usia Subur yang
istrinya di bawah usia 20 tahun pada akhir tahun 2014 mencapai
target 3,5%, maka daerah tersebut telah mencapai nilai 100. Jika
suatu daerah cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun
berjumlah 450 dari 10.000 PUS atau 4,5% maka pencapaian
daerah tersebut adalah: 3,5% dibagi 4,5% dikali 100 sama dengan
77,8 atau sebaliknya jika suatu daerah cakupan PUS yang usia
istrinya di bawah 20 tahun berjumlah 200 dari 10.000 PUS atau
2% maka pencapaian daerah tersebut adalah 3,5% dibagi 2%
dikali 100 sama dengan 175, artinya program pendewasaan usia
perkawinan di wilayah tersebut telah melampau target.

g. Langkah-langkah kegiatan.
Advokasi dan KIE tentang KRR:
- Perencanaan :
e Menyusun rencana kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan
yang dituangkan dalam RPJMD;
o Melakukan analisis remaja, kemampuan, kondisi dan potensi
wilayabh;
* Pengembangan dan produksi materi dan media KIE KRR
(media elektronik, media cetak dan media luar ruang)
« Orientasi pengelola KIE KRR
« | atihan petugas KIE KRR

- Pelaksanaan :

» KIE KRR melalui media elektronik (Radio ).

« KIE KRR melalui media cetak (surat kabar, booklet, poster,
lembar balik, dll)

* KIE KRR melalui media luar ruang (pamflet, spanduk, umbul-
umbul, selebaran, dll).

« Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja KRR,

» Melatih kader dalam pengelolaan PIK Remaja KRR;

» Melakukan kegiatan PIK Remaja KRR;

+ Membina kader pengelola PIK Remaja KRR.

h. SDM
1) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
2) Petugas yang membidangi KRR dan KIE-KB,;
3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.
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i. Penanggung Jawab kegiatan
SKPD-KB Kabupaten/Kota.

2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif

a. Pengertian
PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang
sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat
atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun
waktu tertentu. Pencapaian peserta KB aktif di suatu
Kabupaten/Kota dihitung/diperkirakan setiap tahun berdasarkan
perkiraan perhitungan penurunan angka kelahiran total (Total

Fertility Rate=TFR) yang telah ditetapkan secara Nasional dan
didistribusikan ke provinsi melalui Rapat Kerja Daerah program KB
Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

b. Definisi Operasional
Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB akiif (PA) adalah
jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS
dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Akitif
adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus
menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi
ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB
baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah
satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB
setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.

c. Cara Perhitungan
1) Contoh:
Dalam Kabupaten/Kota terdapat PUS sebanyak 4.000, dimana
2.000 diantaranya menjadi peserta KB aktif. Maka kesertaan
ber-KB di daerah tersebut adalah 2.000 dibagi 4.000 dikali
100% sama dengan 50%. Artinya cakupan sasaran PUS
menjadi PA di daerah tersebut belum mencapai target yang
telah ditetapkan karena kurang dari 65%.
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Apabila di suatu daerah terdapat PUS sebanyak 4.000, dimana
2.850 diantaranya menjadi peserta KB maka kesertaan ber-KB
di daerah tersebut adalah 71,25%. Dengan demikian dari contoh
di atas nilai daerah tersebut adalah 71,25% dibagi 65% dikali
100 sama dengan 109,62. Artinya cakupan sasaran PUS
menjadi PA di daerah tersebut sudah melebihi target yang telah

ditetapkan.
2) Rumus

Jumlah Peserta KB Aktif

Sasaran PA/PUS = x 100 % =....%

Jumlah PUS

Keterangan:

- Pembilang . Jumlah PUS yang menggunakan
kontrasepsi (Peserta KB Aktif)

- Penyebut : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

- Satuan Indikator : Presentase (%)

3) Penerapan pada rumus

2.850
Cakupan Sasaran PA/PUS = —— X 100 % = 71,25%
4.000

Artinya : Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah
71,25%.

d. Sumber Data
1) PPM-PA hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program KB
Provinsi tahun yang bersangkutan;
2) Pencapaian PA melalui Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
3) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
4) Mini Survey (dua tahunan).
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e. Rujukan
1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang
Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang

Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;

3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;

4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;

5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan
Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup lbu, Bayi dan
Anak;

6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi(KIE).

f. Target
Hasil perhitungan makin besar makin baik.
Sasaran Peserta KB akiif (PA) sebesar 65% pada tahun 2014.

g. Langkah-Langkah Kegiatan
1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
2) Melakukan pertemuan persiapan pelayanan KB;
3) Menyusun rencana kegiatan PPM—peserta KB Aktif yang
dituangkan dalam RPJMD;
4) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
a) Melakukan analisa sasaran (PUS), data pencapaian KB
baru dan aktif setiap bulan;
b) Melakukan orientasi/pelatinan KB;
c) Menyediakan kebutuhan alat, obat, dan cara kontrasepsi
sesuai target yang ditetapkan;,
d) Melakukan penerimaan, penyimpanan serta penyaluran
alat dan obat kontrasepsi;
e) Memberikan pelayanan KIE dan KIP/konseling KB;
f) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB;
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g) Menyediakan tenaga pelayanan KB terstandarisasi;
h) Melakukan pengayoman KB dan pelayanan rujukan;
i) Monitoring dan evaluasi.

h. SDM
1} Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
2) Petugas yang membidangi KIE-KB;
3) Petugas medis;
4) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

.  Penanggung Jawab Kegiatan
SKPD-KB Kabupaten/Kota.

3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet Need)

a. Pengertian
PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB
tetapi belum terlayani disebut unmet need.

Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebut
Unmet Need dikarenakan: (1) ingin anak ditunda (2) tidak ingin

punya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB. Cakupan ini
untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak
terpenuhi di suatu daerah.

b. Definisi operasional
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak
ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar
kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi
ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses
informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana
dan prasarana) pelayanan KB.

c. Cara perhitungan
1) Contoh :
Dalam Kabupaten/Kota, PUS berjumiah 10.000, sebanyak
7.500 menjadi peserta KB, sisa PUS bukan peserta KB terdiri
dari: 500 sedang hamil, 2.000 sedang tidak hamil yakni 1.300
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PUS ingin anak segera (IAS), dan 700 PUS tidak ingin punya
anak lagi dan ingin anak ditunda.

2) Rumus :

Z P US (tak KB) jat+tial
Persentase Unmet Need = x 100 %
Z PUS 15-49 th

Keterangan:

- Pembilang : 3 PUS (tak KB) janiar = Jumlah PUS yang ingin
anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak
menggunakan alat kontrasepsi.

- Penyebut : 3 PUS 45491 = Jumlah PUS di wilayah tersebut

- Satuan Indikator : Persentase (%)

3) Penerapan rumus

700 PUS jat+tial
Unmet Need = x100% =7,0%
10.000 PUS

Artinya : Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi
adalah sebesar 7,0% (unmet need).

d. Sumber data
1) Pencatatan dan Pelaporan BKKBN (setiap bulan);
2) Pencapaian unmet need melalui Rek.Kab/F/l/Dallap/2007;
3) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
4) Mini Survey (dua tahunan).

e. Rujukan
1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang
Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang

Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
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3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;

4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;

5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan
Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup ibu, Bayi dan
Anak;

6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi(KIE).

f. Target

. Hasil perhitungan makin kecil makin baik.

Unmet Need 5,0% menggunakan standar nasional tahun 2014.
Apabila suatu daerah mencapai unmet need 5% nilainya = 100.
Dari contoh di atas daerah tersebut angka umnet need-nya
sebesar 7,0%, maka nilainya sama dengan 5% dibagi 7% dikali
100 sama dengan 71,43. Ariinya masih di bawah nilai 100.

| g. Langkah-langkah kegiatan

1) Melakukan analisis data hasil pendataan keluarga, kemampuan,
kondisi dan potensi wilayah;

2) Menyusun rencana kegiatan pelayanan Pasangan Usia Subur
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi yang dituangkan dalam
RPJMD;

3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :

a) Operasional pelayanan KB di daerah kumuh, Daerah Aliran
Sungai (DAS), transmigrasi, pantai/nelayan dan daerah
tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas).

b) Operasional pelyanan KB dengan mitra kerja;

c) Operasional tim penjaga mutu;

d) Menyediakan pelayanan KIE dan kontrasepsi yang mudah
diakses;

e) Monitoring dan evaluasi.
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h. SDM
1) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
2) Petugas yang membidangi KIE KB;
3) Petugas medis;
4) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

! i. Penanggung Jawab kegiatan
SKPD-KB Kabupaten/Kota.

4. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

a. Pengertian
Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu
serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang
anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi
-rangsangan emosional, moral dan sosial. Sedangkan Keluarga
Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita,
atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai
anak Balita.

b. Definisi Operasional
Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap
anggotanya, khususnya vyang masih PUS untuk menjaga
kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.

Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan
kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB,
khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran
maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

c. Cara Perhitungan

1) Contoh:
Dalam Kabupate/Kota, ada 100 kelompok BKB beranggotakan
2.000 keluarga yang mempunyai balita, 1.800 diantaranya
adalah PUS, dan 1.600 menjadi peserta KB.
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2) Rumus:
Anggota BKB ber KB
Cakupan Anggota = x 100 %=.....%
BKB ber KB Seluruh PUS anggota BKB
Keterangan:

- Pembilang : Anggota BKB ber-KB
- Penyebut : Seluruh PUS anggota BKB
- Satuan Indikator : Persentase (%)

3) Penerapan pada rumus
1.600

Cakupan Anggota = —— X100%= 80 %
BKB ber-KB 2.000

d. Sumber Data
1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);

2) Rek.Kab/F/l/Daltap/2007;
3) Pendataan Keluarga (setiap tahun).

€. Rujukan

1} Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang
Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelotlaan Keuangan Daerah;

2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK/-010/B5/2009 tentang
Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan kualitas
lingkungan Keluarga;

3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, informasi

dan Edukasi(KIE).

Standar Pelayanan Minimal (SPM)} Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera




R .S

43318.pdf

f. Target
Hasil perhitungan makin besar makin baik.
PUS anggota BKB ber-KB sebesar 80% pada tahun 2014.
Apabila di suatu daerah cakupan anggota Kelompok BKB ber-KB
pada akhir tahun 2014 dapat dicapai 80% sebagaimana contoh,
maka daerah tersebut mencapai nilai 80% dibagi 80% dikali 100
sama dengan 100%. Artinya daerah tersebut sudah mencapai
target.

g. Langkah-langkah Kegiatan
1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
2) Menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita
ber-KB yang dituangkan dalam RPJMD;
3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
a) Melakukan analisa data keluarga Balita setiap tahun;
b) Meiatih kader BKB;
c) Membentuk dan mengembangkan kelompok BKB;
d) Menyediakan sarana, prasarana dan materi pembinaan
kegiatan kelompok BKB;
e) Operasional Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB;
f) Membina kader BKB;
g) Temu kreativitas kader BKB;
h) Monitoring dan evaluasi.

h. SDM
1. Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
2. Petugas yang membidangi Pembinaan Ketahanan Keluarga;
3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

i. Penanggung Jawab Kegiatan :
SKPD-KB Kabupaten/Kota.

5. Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

a. Pengertian
UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan
Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera | sampai Sejahtera
Il plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.
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Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dilakukan upaya
peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan
tahapan keluarga sejahtera ber-KB.

b. Definisi operasional
Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah
pembinaan KPS dan KS | untuk memenuhi kebutuhan akses
informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota
kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang
telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan
KB swasta.

c. Cara Perhitungan
1) Contoh:

Suatu wilayah Kabupaten/Kota terdapat 100 kelompok
UPPKS yang mempunyai 5.000 anggota, 4.000 diantaranya
adalah PUS. Karena pemberian motivasi oleh kader UPPKS,
maka 3.800 diantaranya menjadi peserta KB akiif.

2) Rumus:
Anggota UPPKS ber KB
Cakupan Anggota = x 100 %
UPPKS ber KB Seluruh anggota UPPKS peserta KB

Keterangan:

Pembilang : Anggota UPPKS ber KB
- Penyebut : Seluruh anggota UPPKS peserta KB
Satuan Indikator : Persentase (%)

3) Penerapan Rumus:

3.800
Cakupan Anggota = ————- x100% = 95%
UPPKS ber-KB 4.000
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d. Sumber data
1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
2) Rek.Kab/F/l/Dallap/2007;
3) Pendataan keluarga (setiap tahun).

e. Rujukan
1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang
Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah;
2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009

tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga rencana;
3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;

4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009

tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi(KIE).

f. Target
Hasil perhitungan makin besar makin baik.
Cakupan anggota UPPKS peserta KB yang ber-KB sebesar 87%
pada tahun 2014.
Contoh tersebut peserta KB anggota UPPKS sebesar 95% dari
jumlah peserta KB anggota kelompok UPPKS, maka daerah
tersebut mencapai nilai:
(95 dibagi 87 dikali 100 sama dengan 109,19)
Artinya daerah tersebut sudah mencapai target.

g. Langkah-langkah Kegiatan

1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;

2) Menyusun rencana kegiatan keluarga KPS dan KS |
mendapat pembinaan bidang UPPKS yang dituangkan dalam
RPJMD;

3) Membentuk kelompok UPPKS;

4) Orientasi/pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi
pengurus kelompok UPPKS;
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5) Memberikan fasilitasi akses informasi dan pembinaan usaha
- ekonomi produktif;

| 6) Memberikan bantuan akses permodalan, produksi, dan
| pemasaran;

, 7) Memberikan pelayanan KIE KB;

| 8) Memberikan bantuan pendampingan;

! 9) Membina kesertaan KB dan meningkatkan kemandirian ber-
- KB;

10) Melakukan Monitoring dan evaluasi.

h. SDM

1) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera; '

2) Petugas yang membidangi pemberdayaan ekonomi keluarga;

3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

i. Penanggung jawab kegiatan
SKPD KB Kabupaten/Kota.

6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan

a. Pengertian
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai
Negeri Sipil {PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat
berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk
melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan
pengembangan KB.

Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan
fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat
fungsional untuk melaksanakan kegiatan  penyuluhan,
pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program
Keluarga Berencana Nasional.

Keberadaan PLKB dan PKB merupakan ujung tombak
penyuluhan KB yang langsung berhubungan dengan masyarakat
di desa/kelurahan binaannya.
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b. Definisi Operasional
Saat ini perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan
jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5
desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas. Kondisi ini menyebabkan
frekwensi penyuluhan dan pembinaan KB dan KS sangat
terbatas.

PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang
berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai
penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar
mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang
memadai.

Untuk itu perlu diupayakan penyediaan dan pemberdayaan
tenaga fungsional penyuluh KB dalam penyuluhan KB dan KS
(PLKB dan PKB sebagai PNS atau non PNS) yang diangkat
oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 2 (dua)
Desa/Kelurahan minimal tersedia seorang (satu) PLKB/PKB,
dengan memperhatikan:

- Aspek demografi (jumlah Kepala Keluarga);

- Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurhan);

- Aspek geografi (Luas wilayah dan daerah kepulauan);

c. Cara Perhitungan

1) Contoh:
Kabupaten/Kota yang memiliki 15 Kecamatan dengan 210
Desa/Kelurahan terdapat 70 PLKB/PKB.

2) Rumus
Jumiah Desa/Kelurahan
Ratio PLKB/PKB =
PLKB/PKB
Keterangan :
- Pembilang . Jumlah Desa/Kelurahan (dengan
mempertimbangkan 3 aspek)
- Penyebut : PLKB/PKB

- Satuan Indikator : Ratic
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3) Penerapan rumus:

210 Desa/Kelurahan
Ratio PLKB/PKB = =3
70 PLKB/PKB

Artinya 1 orang PLKB/PKB membina 3 desa/kelurahan.

4) Pengecualian
Berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan
1 (satu) desa/kelurahan dibina oleh 1 (satu) orang PLKB/PKB
atau lebih.

d. Sumber data
1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07});
2) Rek.Kab/F/i/Dal/07;
3) Profil daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

e. Rujukan
1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang
Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah;
2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009

tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga
Berencana;

3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan
Reproduksi;

4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;

5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/85/2009
tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana
Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan
Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
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| 6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009

tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;

| 7) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009

tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring

Program Keluarga Berencana;

I 8) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009

tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan

: Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;

' 9) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

. 10) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009

! tentang Pedoman  Pengembangan  Advokasi dan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE);

11) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro

Kependudukan dan Keluarga;

12) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 155/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

f. Target

Hasil perhitungan makin besar makin baik.

Minimal setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan terdapat seorang
PLKB/PKB pada tahun 2014.

Dari contoh di atas dimana ratio PLKB/PKB adalah membina 3
(tiga) Desa/kelurahan, maka daerah tersebut mendapat nilai 2
dibagi 3 dikali 100 sama dengan 66,67. Artinya daerah tersebut
belum mendapat nilai yang diharapkan {lebih kecil dari nilai 100).

g. Langkah-langkah kegiatan

1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi
wilayah;

2) Menyusun rencana kegiatan PLKB/PKB yang dituangkan
dalam RPJMD;

3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
a) Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
b) Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PLKB/PKB;
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. c) Pelayanan KIE program KB oleh PLKB/PKB;

i d) Pengadaan KIE Kit untuk PLKB/PKB;

| e) Pelatihan dasar umum PLKB/PKB baru;

! f) Pelatihan penyegaran PLKB/PKB;

| g) Pelatihan teknis/fungsional PLKB/PKB;

| h) Temu kretivitas PLKB/PKB;

k i) Melaksanakan Hari Keluarga Nasionai;

j} Forum konsultasi/pembinaan PLKB/PKB,;

k) Penyediaan sarana kerja PLKB/PKB;

I) Menyiapkan ketersediaan petugas;

m) Melatih petugas;

n) Operasional Mobil unit Penerangan KB (MUPEN);

o) Operasional Mobil unit Pelayanan KB (MUYAN);

p) Operasional KIE KB melalui media tradisional, media luar
ruang, media cetak dan media elekironik;

q) Operasional Tim KB Keliling (TKBK);

r) Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;

s) Memfasilitasi terselenggaranya akreditasi PKB;

t) Mengembangkan prestasi/karier kerja;

u) Monitoring dan evaluasi.

h. SDM
1) Petugas SKPD-KB,
2) Petugas yang membidangi ketenagaan di daerah;
3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

i. Penanggung jawab kegiatan
Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota.

7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
disetiap Desa/Kelurahan

a. Pengertian
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah
seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela
berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga
Berencana Nasiona di tingkat Desa/Kelurahan.
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Memiliki tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat berwenang sebagai pembantu pembina
penyelenggaraan program KB di Desa/Kelurahan untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB dan KS,
membina kelompok kegiatan, mencatat dan melaporkan kegiatan
yang dilakukan secara rutin.

b. Definisi Operasional
PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak
penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat
dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan
binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB
dan KS yang memadai.
Untuk itu perlu diupayakan pembentukan, pembinaan,
pemberdayaan, penilaian dan penghargaan terhadap peran
PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS yang
dikukuhkan oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu)
Desa/Kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan
memperhatikan:
- Aspek demografis (jumiah Kepala Keluarga);
- Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurhan);
- Aspek geografis (Luas wilayah dan daerah kepulauan);

c. Cara Perhitungan
1) Contoh:
Suatu wilayah Kabupaten/Kota terdiri dari 17 Kecamatan
dengan 200 Desa/Kelurahan yang memiliki 200 PPKBD.

2) Rumus
Jumlah Desa/kelurahan

Ratio PPKBD per Desa/Kelurahan =
Jumlah PPKBD

Keterangan :
- Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan
- Penyebut : Jumlah PPKBD (dengan

mempertimbangkan aspek teritorial,
demografis dan geografis)
- Satuan Indikator . Ratio

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera




43318.pdf

3) Penerapan rumus
200 Desa/Kelurahan
Ratio PPKBD = = 1
200 PPKBD
Artinya satu desa/Kelurahan dibina oleh satu PPKBD.
4) Pengecualian
Berdasarkan pertimbangan aspek demografis,
dimungkinkan 1 (satu) Desa/Kelurahan dibina oleh 2 (dua)
PPKBD atau lebih.

d. Sumber data
1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
2) Rek.Kab/F//Dal/07;
3) Profil daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

e. Rujukan
1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006
tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah,;
2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009

tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga
Berencana;

3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan
Reproduksi;

4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;

5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana
Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk
Kelangsungan Hidup tbu, Bayi dan Anak;

6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;

7) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan
Jejaring Program Keluarga Berencana;
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8) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;

9) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

10) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009

tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi{(KIE);

11) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro
Kependudukan dan Keiuarga;]]

f. Target
Hasil perhitungan makin kecil makin baik.
Minimal setiap Desa/kelurahan ada satu PPKBD pada tahun
2014.
Dari contoh di atas ratio PPKBD adalah 1, maka daerah
tersebut mendapat nilai 1 dibagi 1 dikali 100 sama dengan
100. .
Artinya daerah tersebut telah mencapai target untuk aspek
teritorial dan geografis.

g. Langkah-langkah kegiatan

1)} Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi
wilayah; .

2) Menyusun rencana program dan kegiatan PPKBD yang
dituangkan dalam RPJMD;

3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
a) Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
b) Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PPKBD;
c) Pelayanan KIE program KB oleh PPKBD;
d) Pengadaan KIE Kit untuk PPKBD;
e) Membantu kegiatan KIP/K KB;
f)  Orientasi pengelolaan KB Desa/Kelurahan;
g) Jambore PPKBD;
h) Forum konsultasi/pembinaan PPKBD;
i) Penyediaan sarana kerja PPKBD;
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j) Operasional KIE KB melalui media tradisional, media
luar ruang, media cetak dan media elekironik;

| k) Membantu operasional Tim KB Keliling (TKBK);

I) Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;

m) Monitoring dan evaluasi.

, h. SDM

| 1) Petugas SKPD-KB;

. 2) Petugas yang membidangi ketenagaan di daerah;
3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

i. Penanggung jawab kegiatan
Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota.

B. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenubhi
permintaan masyarakat

a. Pengertian

Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah
merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN)
sebesar 30% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera |,
kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% dan
sekitar 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Provinsi.

b. Definisi Operasional

Cakupan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat adalah upaya penyediaan kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi meliputi: (a) Pengadaan sejumlah 30% oleh Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, (b) Penyimpanannya harus sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan, (c) Penyaluran ke tempat-tempat
pelayanan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan di masing-
masing Kabupaten/Kota, serta (d) Pencatatan dan Pelaporan alat dan
obat kontrasepsi dilaksanakan di setiap tingkatan.
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Upaya tersebut untuk mewujudkan Jaminan Ketersedian Kontrasepsi
(JKK) di Kabupaten/Kota dengan pemenuhan prinsip; tepat wakiu,
tepat produk, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, dan tepat
tempat.

Cara Perhitungan

Contoh :

Dalam Kabupaten/Kota kebutuhan kontarsepsi pada tahun berjalan
adalah 100%. Dari jumlah tersebut dipenuhi oleh Pemerintah (BKKBN)
untuk KPS dan KS-I sebesar 30% dari kebutuhan Kabupaten/Kota,
sisanya diperkirakan dipenuhi dari swasta sekitar 40%. Sehingga
beban Pemerintah Daerah diperkirakan sebesar 30% dari seluruh
kebutuhan.

Apabila digunakan rumus adalah 100% - 30% - 40% = 30%.

Sumber Data

1) PPM-PB dan PA hasil Rakerda Provinsi tahun yang bersangkutan;

2) PPM PA dan PB KPS dan KS | hasil Rakerda Provinsi tahun yang
bersangkutan;

3) Hasil Pendataan Keluarga (setiap tahun);

4) Rek.Kab/F/l/Dal/07 dan Rek.Kab/F/NI/KB/07;

5) Laporan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (F/VV/KB/05).

Rujukan
1) Peraturan Kepala BKKBN No. 149/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Penyediaan Kontrasepsi dan Non Kontrasepst

. Target

Makin tepat makin baik.

Sekitar 30% setiap tahun.

Apabila di Kabupaten/Kota dalam pemenuhan kebutuhan alat dan
obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah minimal
30%, maka daerah tersebut telah mencapai nilai sama dengan 100.
Artinya Kabupaten/Kota telah melaksanakan SPM.

. Langkah-langkah Kegiatan

1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah
berdasarkan PPM PB & PA serta PPM PB & PA miskin;

2) Menyusun rencana kegiatan permintaan masyarakat alat, obat dan
cara kontrasepsi yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD;
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3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
! a) Menghitung kebutuhan alat, obat dan cara konirasepsi untuk
kebutuhan 1 (satu) tahun;
b) Mengadakan alat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan 1
tahun;
c) Menyimpan alat dan obat kontrasepsi di gudang yang sesuai
standar pergudangan yang berlaku;
d) Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke tempat pelayanan
kontrasepsi sesuai kebutuhan setiap bulan;
e) Melaksanakan dan mengembangkan program Jaminan
Ketersediaan Kontrasepsi (JKK);
f) Pencatatan dan pelaporan;
g) Monitoring dan evaluasi.
4) Menggerakkan dan pemberdayaan sektor swasta, pemasok, LSOM
dan organisasi profesi dalam pemenuhan kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi.

h. SDM
1) Petugas SKPD-KB;
2) Petugas yang membidangi logistik kontrasepsi di daerah;
3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

i. Penanggung Jawab Kegiatan
SKPD-KB Kabupaten/Kota.

C. Penyediaan Informasi Data Mikro
Cakupan informasi data mikro keluarga disetiap desa

a. Pengertian

Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah
ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam
pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing
Desa/Kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan
anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan
data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB
di Desa/Kelurahan.
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b. Definisi Operasional
Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan dilakukan dengan
metoda pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu
bersamaan melalui: (1) kunjungan dari rumah ke rumah dengan cara
observasi langsung dan wawancara, (2) dilakukan oleh kader pendata
dengan bimbingan dan pembinaan PLKB/PKB, (3) dilaksanakan
dengan instrumen yang sudah tersedia (formulir pendataan).

Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan
analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan
kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.

Untuk mendapatkan data mikro keluarga yang dinamis di
Desa/Kelurahan setiap bulan dilakukan pemutakhiran yang bersumber
dari hasil pencatatan pelaporan dan pengendalian lapangan.

¢. Cara perhitungan
Contoh:
Dalam suatu witayah Kabupaten/Kota terdapat 200 Rekap data mikro
keluarga, sedangkan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 200, maka
cakupan data mikro keluarga di tingkat Desa/Kelurahan adalah :

Rekap data mikro keluarga Desa/Kelurahan

Ketersediaan data = x 100
mikro keluarga Jml Desa/Kelurahan
200
Ketersediaan data = -——-- x 100% = 100%
mikro keluarga 200

d. Sumber data
1) Register Pendataan Keluarga (R/IKS/07) dan rekapitulasi hasil

pendataan;
2) Hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi;
3) Hasil pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan,
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e. Rujukan

1) Instruksi Kepala BKKBN Nomor 142/HK-011/D1/2002 tentang
Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pemutahiran Data
Keluarga dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga;

2) Instruksi Kepala BKKBN Nomor 373/HK-012/D1/2006 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan
Pendataan Keluarga yang disempurnakan;

3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang
Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang KB dan KS;

4) Instruksi Kepala BKKBN Nomor 257/HK-010/D1/2008 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan
Program Keluarga Berencana Nasional, dalam Instruksi Kepala ini
meliputi Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan
Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Program KB Nasional Tahun
2008 dan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan
Pelaporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Tahun
2008;

5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan
Keluarga

f. Target
Setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga
(100%) di wilayah Kabupaten/Kota.

d. Langkah kegiatan

1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;

2) Menyusun rencana Kkegiatan Pendataan Kelvarga yang
dituangkan dalam RPJMD dan RKPD;

3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
a) Penyediaan instrumen Pendataan keluarga, pencatatan/

pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan;

b) Orientasi/refreshing kader pendata;
¢) Operasional pendataan Desa/Kelurahan;
d) Operasional dan pengolahan analisis data;
e) Sarasehan pemanfaatan hasil Pendataan keluarga;
f) Pengolahan dan Analisis Data;
g) Monitoring dan Evaluasi.
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h. SDM
1) Petugas SKPD- KB;
2) Petugas yang membidangi data dan informasi;
3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

i. Penanggung jawab kegiatan
SKPD KB Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010

KEPALA BADAN KOORDINASI
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DR. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA
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